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Penelitian yang berbentuk skripsi berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam 
Terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses  Penyandapan 
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. ini dilakukan untuk menjawab 
pertanyaan. Bagaimana prosedur penyandapan oleh KPK dan implikasinya bagi 
pihak yang disadap. Dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap 
operasi tangkap tangan (OTT) berdasarkan penyandapan. 
Metode penelitan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 
metode kualitatif dengan jenis penelitian riset pustaka (library research). 
Kemudian data diolah dan di analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: prosedur penyadapan oleh KPK 
berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yaitu diawali dengan adanya 
pengaduan masyarakat, setelah KPK mendapat aduan, maka dilakukan 
pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Langkah yang di ambil sebagaimana 
sprinlidik yang di keluarkan itu mencakup, penyelidikan, peyidikan dan 
penuntutan bisa dengan melakukan penyadapan. Berdasarkan Pasal 12 huruf a 
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, KPK berwenang malakukan penyadapan 
dan merekam pembicaraan. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK hanya di 
dasarkan pada keterangan atau sumber yang jelas, karena jika tidak bisa 
menunjukkan keterangan atau sumber yang jelas, maka penyandapan yang 
dilakukan akan berdampak pada pelanggaran HAM. Menurut hukum pidana 
Islam penyadapan termasuk jarimah tajassus sebab perbuatan tersebut sudah 
memasuki ranah privasi seseorang tanpa meminta ijin terlebih dahuluh dan dapat 
dikenakan sanksi dengan ancaman maksimal hukuman mati. Namun tajassus 
boleh dikakukan asalkan ada kepentingan pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar, 
dalam konteks penegakan hukum, penyandapan yang dilakukan oleh KPK apabila 
dipandang dari kaidah istihsan maka diperbolehkan dengan dasar agar dapat 
membantu penyidikan yang dilakukan oleh KPK sebagai bentuk pencegahan 
terhadap bantahan pihak terduga atau tersangka atau terdakwa tentang bukti 
melakukan tindak pidana. 
Dalam penelitian ini penulis memberikan saran bahwa masalah tajassus atau 
penyandapan dalam hukum pidana Islam perlu juga untuk dimasukkan teori-teori 
dalam rumusan undang-undang yang akan datang, agar kaidah-kaidah hukum 
Islam berlaku dalam hukum positif Indonesia. Idealnya aturan terkait 
penyandapan diatur secara lebih rincilagi dengan alasan agar tidak timbul 
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A.   Latar Belakang 
Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur segala kehidupan 
masyarakat Indonesia. Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting 
dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam 
hubunganya dengan manusia yang lain. Dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen 
Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “Negara Indonesia 
adalah Negara Hukum”. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 
negara yang berdasar atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka 
dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan 
berdasarkan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai suatu 
negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan 




Artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur 
hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan 
negara. Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala 
                                                             
1 Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
 



































sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga 
harus berada dalam koridor hukum. Artinya, dalam masyarakat mutlak 
diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan 
hubungan antara masyarakat dengan negara.
2
 
Dewasa ini, salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia yaitu 
korupsi. Tindak pidana korupsi (tipikor) dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999  jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 
Pembaharuan Atas Undang-Undang Nomor No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindk Pidana Korupsi diseebutkan: “setiap orang yang secara 
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan 
maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling 
banyak 1 miliar rupiah.
3
 Lebih lanjut, Pasal 3 (tiga) menerangkan:  
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenagan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya  karena jabatan atau karena 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara 
paling singkat 1tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling 




Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau 
modus operandi, sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian 
                                                             
2http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum-menurut-para-
ahliterlengkap.html (diakses tgl 25 Agustus 2018, 16:15). 
3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat 1 (UU Tipikor). 
4
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5719ec2e3894a/sekali-lagi--pasal-2-dan-pasal-3-
uutipikor.(diakses tgl 25 November 2018,16:20). 



































negara dan merugikan kepentingan masyarakat. Korupsi di Indonesia terus 
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang 
terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana 
korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang 
memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.
5
 Indonesian Corruption 
Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap Penanganan Kasus Korupsi 
tahun 2015. Dinyatakan bahwa Kerugian Negara akibat kasus korupsi 
mencapai Rp. 3,1 triliun, kerugian tersebut disebabkan banyaknya kasus 
korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2015, dengan jumlah ada 550 kasus. 
Dari jumlah kerugian negara tersebut, sebesar Rp. 1,2 triliun didapat pada 
paruh pertama tahun 2015. Sedangkan pada semester kedua tahun 2015 
mencapai Rp. 1,8 triliun. Adapun dari jumlah 550 kasus korupsi, tersangka 
yang terlibat kasus tersebut berjumlah 1.124 orang. Dari hasil pemantauan 
tersebut, terlihat pula bahwa dari sisi penanganan perkara, Kejaksaan Agung 
RI masih menempati posisi teratas, kejaksaan masih dominan, ada 369 kasus 
korupsi yang ditangani Kejaksaan, Sedangkan Kepolisian RI menangani 151 
kasus, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 30 kasus. dan 
dilihat dari perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak 




Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat 
keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur 
                                                             
5 Syarif Fadillah, Tindak Pidana Korupsi (Bandung: Cetakan Kedua, Oktober 2009), 1. 
6
 https://www.antikorupsi.org/id/news/laporan-akhir-tahun-icw-2015, (diakses tgl 10 Agustus 
2019,16:20). 



































sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dalam memberantas korupsi. 
Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat 
yang tercermin dalam bentuk ketidak percayaan dan ketidak patuhan 
masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka 
kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. 
Akhir-akhir ini salah satu lembaga negara terkenal di Indonesia yang 
dikenal melalui sepak terjangnya memberantas korupsi ramai dibicarakan. 
KPK merupakan lembaga negara yang memiliki tugas memberantas korupsi 
di Indonesia. dan juga merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh 
kekuasaan manapun.
7
 KPK memiliki kewenangan yang hampir sama dengan 
Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi. 
 KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, 
penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yang sebelumnya 
kewenangan tersebut juga dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga 
dalam hal ini perlu adanya koordinasi lembaga negara baik itu Kepolisian, 
Kejaksaan dan KPK untuk meminimalisasi terjadinya penyalah gunaan 
wewenang. Intinya  KPK harus menjadi landasan yang kuat secara substantif 
maupun implementatif sehingga merupakan salah satu institusi yang mampu 
mengembang misi penegakan hukum.
8
 KPK juga memiliki sistem untuk 
melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu Operasi Tangkap Tangan. 
                                                             
7 Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen (Depok: Pt Raja Grafindo Persada Tahun 
2017), 67. 
8 Syarif Fadillah, Tindak Pidana Korupsi (Bandung: Cetakan Kedua, Oktober 2009), 22. 



































 Operasi tangkap tangan (OTT) merupakan salah satu upaya yang 
dilakukan dalam penanganan kasus korupsi. OTT itu sendiri tidak terdapat 
dalam ketentuan hukum acara penanganan kasus korupsi. KUHAP, UU KPK, 
dan UU Tipikor tidak mengatur OTT, tetapi mengatur penangkapan. KUHAP 
mengatur penangkapan karena penangkapan dan upaya paksa lainnya seperti 
penahanan dan penggeledahan menyangkut hak dasar atau hak asasi manusia 
yang berdampak tidak hanya bagi kehidupan yang bersangkutan, tetapi juga 
keluarganya. 
OTT adalah istilah yang mengandung makna kontradiksi atau 
berlawanan, dan mengacaukan istilah hukum.
9
 Menurut KUHAP Pasal 1 ayat 
19 KUHAP OTT adalah operasi penangkapan karena sebelumnya sudah 
didahului dan ditemukan bukti permulaan yang cukup. Dalam ilmu 
kriminalistik, tindakan tersebut merupakan bagian dari taktik pengungkapan 
kejahatan oleh penyidik. 
Di dalam UU nomor 30 tahun 2002 Pasal 11 huruf C berbunyi : “KPK 
berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak 
pidana korupsi, menyangkut kerugian negara paling sedikit 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Akan tetapi KPK di dalam 
melakukan tugasnya tidak demikian.
10
 
Sebagaimana kasus Walikota tegal Siti Masito ditetapkan sebagai 
tersangka operasi tangkap tangan KPK. Walikota tegal Siti Masito ditangkap 
dalam operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan pada Selasa (29/8/2017) 
                                                             
9 http://harianhaluan.com/news/detail/61394/istilah-ott-kacaukan-hukum-acara,(diakses tanggal 
25 November  2018,16:40). 
10 UU Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi. 



































di kediaman Walikota tersebut. Siti Masito di tangkap dalam operasi tangkap 
tangan KPK, yang dilakukan pada selasa (29/8/2017) di kediamannya 
tersebut. KPK mendapatkan barang bukti yang didapat dari hasil OTT. Siti 
Masitha menikmati uang Suap, sekitar Rp 500 juta, akan tetapi pihak KPK 
tetap meneruskan upaya penjebakan dan penyendapan untuk memperbanyak 
barang bukti sampai keranah pengadilan, tampa melimpahkan ke pihak polisi. 
OTT itu sendiri diatur di dalam KUHAP  Pasal 1 ayat 19 yang 
berbunyi: 
Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang 
melakukan tinda pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat 
tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh 
khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat 
kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah 
digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan 
bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu 




Dalam melakukan operasi tangkap tangan ada dua teknik yang 
memiliki kelemahan secara hukum. Penyadapan hanya diatur secara umum 
dalam UU No. 30 Tahun 2002, sedangkan penjebakan tidak dikenal dalam 
berbagai aturan tentang korupsi di Indonesia. yang sebelum nya ter dapat di 
Pasal 31 ayat (1) UU No 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik tetapi telah di hapuskan. Dalam rangka pemberantasan korupsi, 
maka undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan 
penyadapan,
12
 Akibatnya dalam penggunaannya, kedua teknik tersebut sering 
menimbulkan opini bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dan HAM. 
                                                             
11
 KUHAP  Pasal 1 ayat 19, Undang–Undang Tentang Oprasi Tangkap Tangan.  
12 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. 



































yakni melanggar hak privasi seseorang. Penyadapan KPK pada dasarnya 
tidak dapat dianggap pelanggaran hukum sebelum ada undang-undang khusus 
yang mengatur secara rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan penyadapan 
oleh KPK. 
Dalam hukum Pidana Islam kegiatan penyadapan atau memata-matain 
disebut tajassus. Tajassus sangatlah dilarang karena akan berdampak 
menimbulkan pertengkaran sesama umat muslim, dikarenakan kegiatan ini 
bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi dan seolah-olah 
setiap orang kurang percaya dengan orang lain. 
Adapun landasan hukum yang berkaitan dengan tindakan tajassus 
sebagaimana dalam Alquran surah al-Hujarat ayat 12 yaitu 
 ْبَتْغ َي َلََو اوُس َّسََتَ َلََو ٌْثِْإ ِّنَّظلا َضْع َب َّنِإ ِّنَّظلا َنِم ًايرِثَك اوُبِنَتْجا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأَاي ْْ ُ ُُ ْع َب 
 َو ُهوُمُتِْىر َُ َف اًتْيَم ِويِخَأ َْ َْلَ َلُكَْأي َْنأ ْْ ُُكدَحَأ ُّب ُِيَُأ ا ًُ ْع َب ٌْ يِحَر ٌباَّو َت َوَّللا َّنِإ َوَّللا اوُقَّ تا . 
       Artinya: Hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan kecurigaan, karena 
sebagian dari kecurigaan itu dosa. Dan janganlah mencari-cari 
keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. 
Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik 
kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 





Selain dari Alquran landasan hukum mengenai kegiatan tajassus, 
mata-mata atau penyadapan juga terdapat dalam hadits: 
 ِثيِدَْلَا ُبَذْكَأ َّنَّظلا َّنِإَف َّنَّظلاَو ْْ ُكاَِّيإ 
 
                                                             
13
  Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 517. 



































Artinya: Waspadalah dengan buruk sangka karena buruk sangka adalah 
sejelek-jeleknya perkataan dusta.” (HR. Bukhari no. 5143)14 
 
Dalam pandangan Islam, penyadapan secara terminologi mendekati 
jarimah tajassus, yang mana jarimah tersebut dapat dikenakan hukuman tak’zir 
yaitu sanksi atas jiwa seseorang dengan bentuk hukuman mati. Namun, apabila 
tajassus dilakukan demi kemaslahatan sebagaimana menyadap guna kepentingan 
hukum maka secara kaidah istihsan diperbolekan. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka pelaksanaan OTT patut 
dipermasalahkan, agar tidak terjadi perampasan kemerdekaan orang secara 
sewenang-wenang. Oleh karena itu peneliti menentukan judul penelitian yaitu 
Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Oprasi Tangkap Tangan (OTT) 
Berdasarkan Proses Penyadapan oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK). 
 
B.   Identifikasi Masalah 
Latar belakang masalah yang telah disampaikan menunjukkan bahwa 
terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul 
Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Oprasi Tangkap Tangan (OTT) 
Berdasarkan Proses Penyadapan oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK)  
yaitu :  
1. Aturan operasi tangkap tangan KPK 
2. Penerapan Pasal 11 huruf C Undang –Undang Nomor 30 Tahun 
2002 
                                                             
14 Shahih Al-Bukhary, Jus VII, Hadis No. 5143, 24. 



































3. Prosedur penyadapan oleh KPK dan implikasinya bagi pihak yang 
disadap. 
4. Hukum pidana Islam terhadap operasi tangkap tangan (OTT) 
berdasarkan proses penyadapan oleh komisi pemberantasan 
korupsi (KPK). 
 
C.   Batasan Masalah 
Dari identifikasi masalah diatas,maka penulis membatasi masalah 
sebagai berikut : 
1. Prosedur penyadapan oleh KPK dan implikasinya bagi pihak yang 
disadap. 
2. Hukum pidana Islam terhadap operasi tangkap tangan (OTT) berdasarkan 
proses penyadapan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK). 
 
D.    Rumusan Masalah 
Dari Latar belsakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah seperti 
berikut : 
1. Bagaimana prosedur penyadapan oleh KPK dan implikasinya bagi pihak 
yang disadap? 
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap operasi tangkap tangan 







































E.   Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan penelitian terdahulu yang pernah 
dilakukan sebelumnya terkait masalah yang akan diteliti dan sebagai bahan 
telaah pustaka dan penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu untuk 
mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis 
yang pernah diteliti serta mempermudah pembaca melihat dan menilai 
perbedaan yang digunakan oleh peneliti lain dalam mengkaji permasalahan 
sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak di 
penelitian sebelumnya. 
Dari penelitian sebelumnya, penulis mengambil berbagai hasil 
penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan diteliti kali ini, 
diantaranya : 
1. Penelitan  Muhammad Rizal Akbar, pada tahun 2016, berjudul “kebijakan 
kpk dalam penanggulangan tindak pidana korupsimelalui oprasi tangkap 
tangan” dimana  Penelitian ini membahas mengenai kebijakan KPK 
dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap 
Tangan. dan juga faktor penghambat kebijakan KPK dalam 
penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan. 
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan 
yuridis normatif dan yuridis empiris, sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari data primier dan data sekunder.
15
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 Muhammad Rizal Akbar, Kebijakan Kpk dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui 
Oprasi Tangkap Tangan  (Bandar Lampung, Unerfisitas Lampung, 2016). 



































2. Penelitian Puteri Hikmawati, pada tahun  2018, ”oprasi tangkap tangan 
dalam penanganan korupsi hand arrest operation in handling corruption 
case”. dimana Penelitian ini membahas tentang dasar hukum OTT dan 




3. Penelitian Yusni Nurani, pada tahun 2018, ”kedudukan komisi 
pemberantasan korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan indonesia 
pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 36/PUUXV/2017 dari 
perspektif fiqh syasah”. dimana penelitian ini membahas tentang 
kedudukan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam sistem ke 
tatanegaraan indonesia pasca putusan Mahkamah konstitusi nomor 
36/UU-XV/2017 .dan analisis fiqih siyasah terhadap kedudukan komisi 
pemberantasan korupsi (KPK) dalam sistem ketata negaraan indonesia 
pasca putusan Mahkamah konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017.
17
 
Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, disini penulis ingin 
menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan 
pembahasan beberapa judul skripsi di atas.Bahwa fokus pembahasan skripsi 
ini lebih mengkaji mengenai analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Oprasi 
Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses Penyadapan oleh Komisi 
Pembrantasan Korupsi (KPK). 
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In Handling Corruption Case  (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR  RI ,2018), 12. 
17Yusni Nurani, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan 
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Siyasah (Surabaya; universitas islam negri sunan ampel ,2018), 45. 



































F.   Tujuan Penelitian 
Berdasarkan apa yang terdapat dalam latar belakang masalah dan 
rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui prosedur penyadapan oleh KPK dan implikasinya bagi 
pihak yang disadap? 
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap operasi tangkap 
tangan (OTT) berdasarkan penyadapan? 
 
G.    Kegunaan Hasil Penelitian 
Atas dasar tujuan tersebut, maka penelitian yang berhubungan dengan 
analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Oprasi Tangkap Tangan (OTT) 
Berdasarkan Proses Penyadapan oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) 
adalah sebagai berikut : 
1. Teoretis, yaitu meperkaya khasanah ilmu hukum guna membangun 
argumentasi bagi peneliti lapangan mengenai analisis Hukum Pidana 
Islam Terhadap Oprasi Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses 
Penyadapan oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK). maka inilah 
yang dijadikan objek penelitian. 
2. Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide yang baik 
dan benar, dan juga diharapkan bermanfaat untuk memberikan 
sumbangan pedoman bagi pihak-pihak yang terkait. Masalah yang ditulis 
dalam skripsi ini yaitu dalam peraturan yang mengatur Penyadapan dan 



































Penjebakan di dalam OTT KPK yang berkaitan juga dengan pasal 12  
UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 
 
H.   Definisi Operasional 
Untuk mempemudah pemahaman terhadap istilah judul dan 
konteks pembahasan yang diteliti serta menghindari adanya salah tafsir, maka 
penulis meberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang 
digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut : 
1. Hukum pidana Islam yang mengatur peraturan – peraturan tentang 
hukuman terhadap pidana Islam khususnya berbicara tentang ta’zir .yang 
mana judul di atas masuk fiqih jarimah ta’zir.    
2. Operasi tangkap tangan (OTT) merupakan salah satu upaya yang 
dilakukan dalam penanganan kasus korupsi. Istilah OTT tidak terdapat 
dalam ketentuan hukum acara penanganan kasus korupsi. KUHAP, UU 
KPK, dan UU Tipikor tidak mengatur OTT, tetapi mengatur penangkapan. 
KUHAP pasal 1 ayat 19 mengatur penangkapan karena penangkapan dan 
upaya paksa lainnya seperti penahanan dan penggeledahan menyangkut 
hak dasar atau hak asasi manusia yang berdampak tidak hanya bagi 
kehidupan yang bersangkutan, tetapi juga keluarganya. maka pelaksanaan 
OTT patut dipermasalahkan, agar tidak terjadi perampasan kemerdekaan 
orang secara sewenang-wenang. 
3. Penyadapan adalah serangkaian tindakan penyelidikan atau penyidikan 
dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan 



































komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau komunikasi 
elektronik lainnya. 
4. KPK terbentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi di beri tugas 
melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan 
berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat 
independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari 
kekuasaan manapun. 
5. Istihsan adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih 
baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu. 
 
I.   Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah strategi umum yang berupa tahapan-
tahapan yang terencana secara sistematis yang dianut dalam pengambilan data 
dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi. 
1. Data yang dikumpulkan 
Secara rinci data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam 
rumusan masalah adalah : 
a. Data yang berkaitan dengan undang – undang hukum pidana terkait 
operasi tangkap tangan. 
b. Data yang berkaitan tentang operasi tangkap tangan oleh komisi 
pemberantasan korupsi. 
c. Data yang berkaitan dengan syarat- syarat operasi tangkap tangan.  



































d. Data yang berkaitan dengan tehnis penyadapan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 
2. Sumber data  
Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian 
adalah  dari mana data diperoleh.
18
 Dalam penelitian ini memiliki sumber 
data sebagai berikut : 
1) Sumber Primer 
Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber 
utama melalui penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah : 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam 
Pasal 1 ayat (3) BAB I Amandemen Ketiga. 
b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ,Pasal 2ayat (1)UU Tipikor. 
c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 
d) KUHAP  Pasal 1 ayat 19 Undang –Undang tentang Operasi 
Tangkap Tangan. 
e) Undang – Undang nomor 1 tahun 2008 informasi dan Transaksi 
dan elektronik. 
2) Sumber Sekunder, yaitu : 
a) Adrian Sutendi. Hukum Keuangan Negara ( Jakarta: Sinar Grafika 
)2010.   
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : Rineka Cipta, 
2006), 129. 



































b) Syarif Fadillah. Tindak Pidana Korupsi (bandung,cetakan kedua 
)2009. 
c) Dr.Zainal Arifin Moctar, Lembaga Negara Lembaga Negara 
Independen (Depok,PT Raja granfindo Persada )2017.  
d) Masyrofah,  fiqih jinayah (jakarta,cetakan kedua )2014. 
e) Muhammad Rizal Akbar, “kebijakan kpk dalam penanggulangan 
tindak pidana korups imelalui oprasi tangkap tangan”(bandar 
lampung ,unerfisitas lampung ), 2016. 
f) Puteri Hikmawati, “oprasi tangkap tangan dalam penanganan 
korupsi hand arrest operation in handling corruption case”(jakarta  
:pusat penelitian badan keahlian DPR  RI ), 2018. 
g) Yusni Nurani, ”kedudukan komisi pemberantasan korupsi 
(KPK)dalam sistem ketatanegaraan indonesia pasca putusan 
mahkamah konstitusi nomor 36/PUUXV/2017 dari perspektif fiqh 
syasah”(surabaya; universitas islam negri sunan ampel ), 2018. 
h) Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan 
Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta) 2006. 
i) Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung: PT Sygma Examedia 
Arkanleema, 2009, hal.517 
j) Shahih al-Bukhary, jus VII, hadis no.5143 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Jenis skripsi yang akan digunakan dalam skripsi ini ialah skripsi 
pustaka (Library research) yaitu meneliti terhadap sumber-sumber pustaka 



































yang dipandang relevan dengan skripsi ini. Sehingga teknik pengumpulan 
data dalam skripsi ini menguraikan dokumen yang sumber primer dan 
skunder yang telah di publikasikan baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, 
maupun dalam bentuk lainnya yang representative yang relevan dengan 
skripsi ini. 
4. Teknik Pengelolaan Data 
Setelah seluruh data terkumpul dan kemudian dianalisis dengan 
tahapan-tahapan sebagai berikut : 
a) Editing, yaitu pemriksaan kembali terhadap semua data yang telah 
diperoleh, terutama dari segi kelengkapan. Kevalidan, dan kejelasan. 
b) Makna, keselerasan dan kesesuaian antara data primer maupun data 
sekunder tentang analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Oprasi 
Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses Penyadapan oleh Komisi 
Pembrantasan Korupsi (KPK). 
c) Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang 
telah diperoleh  tentang analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Oprasi 
Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses Penyadapan oleh Komisi 
Pembrantasan Korupsi (KPK). 
d) Analyzing, yaitu menganalisis Hukum Pidana Islam Terhadap Oprasi 
Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses Penyadapan oleh Komisi 
Pembrantasan Korupsi (KPK). 
5. Teknik Analisis Data 



































Data dan bahan hukum yang diperoleh tersebut, dalam 
pengelolahan, analisis, dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif 
dengan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas 
temuan-temuan, dengan lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data. 
Peneliti menganalisis penelitian ini dengan memberikan suatu penilaian 
terhadap Korupsi. yaitu analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Oprasi 
Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses Penyadapan oleh Komisi 
Pembrantasan Korupsi (KPK). 
 
J.   Sistematika Pembahasan 
Agar penulisan penelitian ini lebih mengarah kepada tujuan 
pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari : 
 Bab pertama, merupakan bab pendahuluan dari penelitian ini, yang 
berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
 Bab kedua, Landasan teori yang berisi tentang tajassus dan 
hukuman ta’zir serta ishihsan dalam fiqih jinayah. 
 Bab ketiga, merupakan data penelitian yang meyajikan tentang 
tafsir hukum operasi tangkap tangan OTT berdasarkan proses penyadapan 
oleh komisi pemberantasan korupsi KPK dalam hukum positif di Indonesia. 



































 Bab keempat, merupakan hasil analisis penelitian yang berkaitan 
dengan  analisis hukum pidana Islam terhadap penyadapan oleh KPK di 
indonesia. 
 Bab kelima, merupakan penutup pada bab terakhir ini akan 
menyajikan simpulan dan saran dari analisis Hukum pidana Islam terhadap 
operasi tangkap tangan (OTT) berdasarkan proses penyadapan oleh komisi 







































TAJASSUS DAN HUKUMAN  TA‟ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 
 
A.  Tajassus dalam hukum pidana Islam  
1. Pengertian tajassus 
Pengertian tajassus secara bahasa سؤُسلجا atau   سيِسلجا atau 
سا َّسَلجا berasal dari kata  َّسج- ُّسُيج  yang artinya menyelidiki atau memata–
matai. Sedang di dalam “al-Munjid” di sebutkan bahwa  ُسؤُسلجا adalah 
 ُس َّسَجَتي يِذلا yaitu orang yang menyelidiki atau memata-matai berita 
kemudian menyebarkannya. Dari keterangan di atas di ketahui bahwa 
penyadapan atau tajassus merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan 




2. Unsur- unsur tajassus 
Kegiatan tajassus juga di perbolehkan asalkan dengan 
persyaratan tertentu semisal kepentingan pelaksanaan amar ma‟ruf nahi 
munkar, penegakan hukum dan ada ghalabatuz zhan (dugaaan kuat) atas 
terjadinya kemaksiatan, bahkan wajib jika tidak ada cara yang lain.
2
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3. Dasar Hukum tajassus 
Kegiatan memata–matai atau tajassus dalam hukum Islam 
sangatlah di larang karena akan berdampak menimbulkan pertengkaran 
sesama umat muslim, dikarenakan kegiatan ini bertujuan untuk 
mendapatkan informasi yang bersifat pribadi dan seolah-olah setiap orang 
kurang percaya dengan orang lain. 
Adapun landasan hukum yang berkaitan dengan tindakan 
tajassus sebagaimana Alquran surah al- Hujarat ayat 12: 
ي ْبَتْغ َي َلََو اوُس َّسََتَ َلََو ٌْثِْإ ِّنَّظلا َضْع َب َّنِإ ِّنَّظلا َنِم ًايرِثَك اوُبِنَتْجا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأا ََ  ْْ ُ ُُ ْع َب
 َأ ا ًُ ْع َب ٌْ يِحَر ٌباَّو َت َوَّللا َّنِإ َوَّللا اوُقَّ تاَو ُهوُمُتِْىر َُ َف اًتْيَم ِويِخَأ َْ َْلَ َلُكَْأي َْنأ ْْ ُُكدَحَأ ُّب ُِيُ  
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan 
jangan mencari-cari kejelekan orang dan janganlah membicarakan 
keburukan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang 
suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah 
kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Swt. 





Selain dari al-Qur‟an landasan hukum mengenai kegiatan tajassus, 
mata-mata atau penyadapan juga terdapat dalam hadits, diantaranya: 
 ِثيِدَْلَا ُبَذْكَأ َّنَّظلا َّنِإَف َّنَّظلاَو ْْ ُكاَِّيإ 
Artinya: Waspadalah dengan buruk sangka karena buruk sangka adalah 
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 Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema,  2009), 517. 
4 Shahih al-Bukhary, jus VII, hadis no. 5143, 24. 



































 بيَّنلا َتَ أ( :َلاق ِويب أ ,ِعؤَك لأا ةَمَلَس ِنْبا ْنَع ِسْيَمُغ ُؤبآ اَن َث :َلاق َيلَع ُنْب ُنَسَلَا اَن َثَدَح
 ْصأ َدْنِع َسْلَجُف ٍرَفَس فِ َؤُىَؤ َيِِْكرْش
ُ
لما َنِم َْيَْع ْْ َّلَسَؤ ِوْيَلَع وِللا يلص َل اقُف َّلَسْنا َّثْ ِوِب اَح
 ُوَبلَس ُت َدحاؤ ُوُتلُتقف ِوْيلا ْ ُه ُتقَبَسُف :َلاق )) هؤُل ُت َق اف ُهؤُُبلطا (( :ْْ َّلَسَؤ ِوْيَلَع ِللها يلَص بيَّنلا
)يؤكلأا نبؤرمع نب وملس:هاؤر( )ُهاَّيا ِنيلقَن ُف  
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah 
menceritakan kepada kami Abu Umais dari Salamah bin Al Akwa‟ 
dari ayahnya, ia berkata: telah datang seorang mata–mata dari 
orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad saw. dan ia sedang 
dalam perjalanan, kemudian ia duduk di sisi para sahabatnya 
kemudian ia pergi. Nabi Muhammad saw.  berkata: Carilah dia dan 
bunuhlah. Salamah bin Al Akwa‟ berkata: kemudian aku 
mendahului mereka dan membunuhnya serta mengambil barang 
yang ada di badannya. Lalu beliau memberiku tambahan. (HR 




Dari paparan di atas bahwa tajassus atau memata-matai dilarang oleh 
islam hal ini karena perbuatan tersebut sudah memasuki ranah privasi 
seseorang tanpa meminta ijin terlebih dahuluh bahkan para pelaku atau jasus 
akan mendapat hukuman mati sebagai mana yang tercantum dalam hadits di 
atas. 
 
B.   Hukuman ta’zir dalam Jarimah tajassus  
1. Pengertian jarimah ta’zir dan unsur-unsurnya 
a. Pengertian jarimah ta’zir 
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 Imam Abu Dawud Sulaiman Bin Asy’ats, Sunan Abu Dawud cet 1 Bab Jihat Hadits Nomor 110 
(Bairut–Libanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1996M), 203. 



































Jarimah ta’zir adalah tindak pidana yang diancam dengan 
satu atau beberapa hukuman ta’zir, yang di maksud dengan ta’zir 
adalah memberi pendidikan (pendisiplinan). Hukum Islam tidak 
menentukan macam–macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana 
ta’zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang 
paling ringan sampai dengan yang paling berat.
6
 
Ta’zir menurut bahasa adalah mashdar (kata dasar) bagi   َرَّزَع  
yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menolak 
dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, 
membantu. Ta’zir  juga berarti hukuman yang berupa memberi 
pelajaran. Disebut dengan Ta’zir karena hukuman tersebut sebenarnya 
menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau 
dengan kata lain membuatnya jera.
7
   
Ta’zir secara etimologis berarti menolak atau mencegah. 
Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi 
kembali perbuatannya dan menimbulkan kejeraan kepada pelaku. 
Dalam fiqih  jinayah, pengertian ta’zir adalah bentuk hukuman yang 
tidak di sebutkan ketentuan kadar hukuman oleh syarat dan penentuan 
hukumnya menjadi kekuasaan hakim. 
Sebagian ulama mengartikan ta’zir sebagai hukuman yang 
berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang 
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 Abdul Qadir Audah, Ensklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid 1...,100. 
7 A.Djazuli, Fiqh Jinayah (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 164-165. 



































tidak di tentukan Al-Quran dan hadis. Ta’zir berfungsi memberikan 
pengajaran kepada pelaku sekaligus mencegahnya untuk tidak 
mengulangi perbuatan serupa. Ulama lain mengatakan bahwa ta’zir 
adalah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum 
dengan hukuman had atau kafarat. 
8
 
Dalam hukum pidana Islam, Ta’zir merupakan bentuk 
jarimah yang sanksi hukumnya ditentukan oleh penguasa. Tidak adanya 
ketentuan tentang macam dan hukuman pada jarimah Ta’zir karena 
jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta 
kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan 
berkembang. Sesuatu dapat di anggap maslahat pada suatu masa, bisa 
jadi tidak pada waktu lain. Demikian pula sesuatu yang dianggap 
maslahat di tempat tertentu, tetapi belum tentu di tempat lain. 
Perbuatan itu dianggap sebagai jarimah, karena bertentangan 
dengan kemaslahatan umum, tetapi tidak dianggap sebagai jarimah lagi 
kalau kemaslahatan umum mengehendaki demikian. Oleh karena itu 
jarimah Ta’zir sering di sebut dengan jarimah kemaslahatan umum. 
Dalam menangani kasus jarimah ini hakim di beri kebebasan berijtihad 
untuk menentukan vonis kepada pembuat jarimah, sesuai dengan jenis 





                                                             
8 Mustofa Hasan,M.Ag. Hukum Pidana Islam ,Fiqih Jinayah (Bandung: Pustaka Setia 2013), 394. 
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 Mustofa Hasan,M.Ag. Hukum Pidana Islam ,Fiqih Jinayah (Bandung: Pustaka Setia 2013), 75. 
 



































b. Unsur – unsur jarimah ta’zir 
Suatu perbuatan di anggap jarimah apabila unsur-unsurnya telah 
terpenuhi. Unsur-unsur ini di bagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan 
unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang di anggap sebagai tindak 
pidana, berlaku pada semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya 
berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang 
satu dengan yang lain.
10
 
Jarimah ta’zir terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai 
berikut: 
1) Jarimah ta’zir yang menjadi wewenang ulil amri yang merupakan  
jarimah demi kepentingan kemaslahatan. 
2) Jarimah ta’zir yang di tentukan syara‟yaitu yang telah di anggap 
jarimah semenjak di turunkannya syari‟at Islam hingga akhir zaman. 
Kedua jenis Jarimah ta’zir tersebut memiliki persamaan dan 
perbedaan. Persamaannya adalah sanksi hukum pada Jarimah ta’zir 
penguasa atau pun Jarimah ta’zir syara‟, di tentukan penguasa, sebab jenis 
hukuman kedua bentuk Jarimah ta’zir di sebutkan oleh syara‟. 
Adapun perbedaannya, ta’zir penguasa bersifat temporer dan 
insidental, yaitu apabila perlu dianggap sebagai Jarimah , tetapi apabila 
tidak perlu, tidak di anggap Jarimah.
11
   
Unsur - unsur jarimah itu sendiri yaitu:   
 
                                                             
10 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 
2004), 27. 
11 Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah (Bandung,Pustaka Setia 2013), 595. 



































1) Unsur formal 
Menitik beratkan pada adanya undang–undang atau Nash. Sehingga 
setiap perbuatan tidak di anggap melawan hukum, dan pelakunya tidak 
dapat di pidana , kecuali ada Nash atau undang–undang yang 
mengaturnya. 
2) Unsur Material 
Berupa sifat melawan hukum. Artinya perbuatan yang terjadi 
membentuk jarimah baik dalam sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. 
Contohnya dalam jarimah khamar unsur materialnya yaitu meminum 
seseuatu yang memabukkan. 
3) Unsur Moral 
Pelakunya adalah mukallaf (baligh dan berakal). yakni pelaku  
jarimah adalah orang yang di anggap mampu bertanggung jawab, dan 
dapat di mintai pertanggung jawabannya terhadap jarimah yang dia 
lakukan  
Ketentuan orang yang dianggap mampu bertanggung jawab di 
antaranya : 
a). Berakal sehat atau bukan orang gila  
b). Bukan anak-anak  
c). Bukan karena di paksa  




                                                             
12 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jinai al-Islami (Bairut, Darul Qutub, 1963, juz 1), 67. 



































2. Macam–macam jarimah ta’zir dan hukumannya 
a. Macam–macam jarimah ta’zir  




1) Dilihat dari hak yang di langgar, jarimah ta’zir dapat dibagi menjadi 
dua, yaitu: 
a).  Jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah Swt. 
b).  Jarimah ta’zir yang menyinggung hak individu. 
Adapun yang dimaksud dengan jarimah ta’zir yang 
menyinggung hak Allah Swt, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan 
kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, 
pencurian, dan pemberontakan. Sedangkan jarimah ta’zir yang 
menyinggung hak individu, yaitu segala sesuatu yang mengancam 




2)  Dari segi sifatnya, jarimah ta’zir dibagi kepada tiga bagian, yaitu: 
a). Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat. 
b). Ta’zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan 
umum. 
c). Ta’zir karena melakukan pelanggaran. 
 
                                                             
13 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2004), 255. 
14 A.Djazuli, Fiqih Jinayah (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2000), 166. 



































3) Dari segi dasar hukum (penetapannya), Abdul Qadir Audah membagi 
menjadi tiga, yaitu: 
a).  Jarimah ta’zir yang berasal dari.  jarimah hudud dan qisash diyat yang 
mengandung unsur shubhat (samar) fi al-fi’li,fi al-fa’il, maupun fi al –
mahal. Akan tetapi hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, 
seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, 
dan pencurian yang bukan harta benda. 
b). Jarimah ta’zir yang jenis.  jarimah-nya di tentukan oleh nash, tetapi 
sanksinya oleh syariat di serahkan kepada penguasa, seperti sumpah 
palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, 
menghianati amanah, dan menghina agama. 
c). Jarimah ta’zir yang jenis dan sanksinya secara penuh menjadi 
wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat, seperti 
pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.
15
 
Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta’zir secara rinci kepada beberapa 
bagian, yaitu: 
a) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan. 
b) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pelukaan . 
c) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan 
kerusakan akhlak. 
d)  Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan harta . 
e)  Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu. 
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f)  Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan keamanan umum. 
B. Hukuman  jarimah ta’zir 
1). Adapun mengenai sanksi ta’zir yang berkaitan dengan badan, di 
bedakan menjadi dua, yaitu: 
a). Hukuman mati. 
Penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku 
jarimah dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan 
akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian 
yang berulang-ulang dan menghina Nabi Muhammad saw. beberapa 
kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi meskipun telah masuk Islam. 
Sedangkan menurut Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah 
juga membolehkan hukuman mati sebagian sanksi ta’zir tertinggi. 
Sedangkan contoh sanksi bagi spionase (mata-mata) dan 
orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, misalnya koruptor 
yang tidak henti-hentinya melakukan korupsi yang berdampak 
merugikan negara. meskipun hukuman mati masih di golongkan 
sebagai ta’zir, akan tetapi masih banyak orang yang melanggarnya, 
tampa mengetahui dampak yang ditimbulkan yaitu hukuman mati.
16
 
Dari uraian tersebut, dapat di simpulkan bahwa hukuman 
mati sebagai sanksi ta’zir tertinggi untuk jarimah ta’zir, dan hanya 
dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan 
berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut: 
                                                             
16 Al-Syirazi, AL-Muhdzab, jilid II,  268. 



































(1). Bila pelaku adalah residivis yang hukuman–hukuman sebelumnya 
tidak memberi dampak apa–apa baginya. 
(2). Harus di pertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta 
pencegahan  terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi. 
Kesimpulannya adalah hukuman mati sebagai sanksi ta’zir 
tertinggi hanya di berikan kepada pelaku  jarimah yang berbahaya sekali. 
Oleh karena itu, sangatlah tepat jika menetapkan hukuman mati bagi 
koruptor dan orang yang melakukan tajassus (memata–matai). kedua 
jarimah itu sangat membahayakan umat manusia.
17
 
b). Hukuman Jilid (cambuk) 
Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah 
ta’zir. Hukuman ini dikatakn efektif karena memiliki beberapa 
keistimewaan di bandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut. 
(1) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif,karna dirasakan 
langsung secara fisik. 
(2) Bersifat fleksibel,setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang 
berbeda- beda. 
(3) Berbiaya rendah,tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya 
sangat praktis. 
(4) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bawah sanksi ini bersifat 
pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. 
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Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah 
ta’zir, ulama berbeda pendapat: 
(1) Mazab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman had. 
(2) Abu Hanifah, tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum 
Khamar adalah di cambuk 40 kali. 
(3) Abu Yusuf, tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku 
qadzaf adalah di cambuk 80 kali.
18
 
(4) Ulama Malikiyah, sanksi ta’zir boleh melebihi had selama 
mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin 
al-Khattab yang mencambuk Ma‟an bin Zaidah 100 kali karena 
memalsukan stempel baitul mal. 
Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan 
dalam  jarimah ta’zir yaitu: 
(1) Ulama Hanafiyah, batas terendah ta’zir harus mampu memberi    
dampak preventif dan represif. 
(2) Ulama lain menyatakan batas terendah satu kali cambukan. 
(3) Ibnu Qudamah, batas terendah tidak dapat di tentukan, diserahkan 
kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan 
pelaksanaannya. 
(4) Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan 
ulil amri sebagai pegangan semua hakim. Apabila telah ada ketetapan 
                                                             
18 Ibnu Humam, Farh Al-Qadir, IV, 113. 



































hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Hal ini sesuai kaidah 
berikut. 
                                                                      َفَلاِلخا ُعَفْر َي ِْ ِكَالَا ْْ ُ ُح 
Artinya:  Keputusan hakim itu meniadakan perbedaan pendapat. 
 
Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam jarimah ta’zir adalah 
untuk memberiakan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan kerusakan. 
Apabila si terhukum itu laki-laki, maka baju yang menghalangi sampainya 
cambuk ke kulit harus di buka. Sementara itu, apabila si terhukum itu 
permpuan, maka bajunya tidak boleh di buka, karena auratnya akan terbuka. 
Hukuman cambuk diarahkan ke punggung. tidak boleh diarahkan 
kekepala, wajah, dan farji. Karena apabila di arahkan ke tiga bagian itu, 




2). Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan. 
Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara 
dan hukuman pengasingan. Berikut ini penjelasannya. 
a) Hukuman penjara. 
Hukuman ini mutlak di kategorikan sebagai ta’zir. Hukuman 
penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan 
pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara bukan di 
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pandang sebagai hukuman utama, tetapi hanya di anggap sebagai 
hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan. 
Hukuman pokok dalam syariat Islam bagi perbuatan yang tidak 
diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman 
ini hanya  di jatuhkan bagi perbuatan di nilai ringan atau sedang. 
Walaupundalam praktiknya dapat juga dikenakan pada perbuatan yang di 
nilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman di kategorikan sebagai 
kekuasaan hakim, yang menurut pertimbangan kemaslahatannya, dapat 
dijatuhkan bagi tindak pidana yang di nilai berat.
20
 
Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, 
yaitu al-hansu dan al-sijnu yang keduanya bermakna al-man’u, yaitu 
mencegah (menahan). 
Menurut Ibnu Al-Qayyim, al-habsu ialah menahan seseorang 
untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu 
dirumah, masjid, maupun tempat lain. 
Selanjutnya hukuman penjara di bagi menjadi dua, yaitu sebagai 
berikut: 
(1). Hukuman penjara terbatas  
Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama 
waktunya di batasi secara tegas. Adapun lamanya penjatuhan hukuman 
penjara belum ada konsensus di kalangan para ulama‟. Menurut Imam ibnu 
al-Majaysun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman bisa 
setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung kepada harta yang 
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di tahannya. Adapun batas terendah hukuman penjara menurut Imam al-
Mawardi adalah satu hari. 
Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan 
pedoman umum untuk hukuman penjara sesuai  ta’zir, dan hal itu di 
serahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi 
jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika  jarimah  itu terjadi.
21 
(2). Hukuman penjara Tidak terbatas 
Sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif di 
Indonesia bahwa Hukuman penjara itu tidak terbatas tidak di batasi 
waktunya dan berlangsung. Terus sampai si terhukum meninggal dunia 
atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman seumur 
hidup. 
Hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman penjara 
untuk kejahatan–kejahatan yang sangat berbahaya, seperti pembunuhan 
yang terlepas dari anksi qisash. sedangkan hukuman penjara yang di 
batasi sampai-sampai terhukum bertaubat sesungguhnya mengandung 
pendidikan, 
Hal ini hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan yang 
menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda 
telah bertaubat. Menurut ulama, seseorang dinilai bertaubat apabila ia 
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22 M.Nurul Irfan, Fiqih Jinayah (Jakarta: Sinar grafika, 2014), 154. 



































        b). Hukuman Pengasingan  
Hukumman pengasingan termasuk hukuman had yang 
diterapkan untuk perampok. 
Hal ini didasarkan pada Surah Al-Ma‟idah ayat 33. 
 ُي َْنأ اًداَسَف ِضْرَْلأا فِ َنْوَعْسَيَو ُوَلوُسَرَو َوَّللا َنُوِبراَُيُ َنيِذَّلا ُءَازَج َا َّنَِّإ َعَّطَق ُت ْوَأ اوُبَّلَصُي ْوَأ اوُل َّ تَق
 ِخْلْا فِ ُْْ َلََو اَي ْن ُّدلا فِ ٌيْزِخ ُْْ َلَ َكِلَذ ِضْرَْلأا َنِم اْوَف ْ ن ُي ْوَأ ٍفَلاِخ ْنِم ْْ ُهُلُجَْرأَو ْْ ِهيِدَْيأ َِةر
 ٌْ يِظَع ٌباَذَع     
Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang–orang yang memerangi 
Alloh Saw. dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, 
hanyalah mereka di bunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan 
kaki mereka dengan bertimbal–balik, atau dibuang dari negeri 
(tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu 
penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh 
siksaan yang besar. (QS. Al-Ma‟idah (5): 33)23    
 
Hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun dalam 
praktik hukuman di terapkan juga sebagai hukuman  ta’zir. Diantara jarimah 
ta’zir yang di kenai hukuman pengasingan adalah orang yang berlaku 
mukhannats (Waria). yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw. 
dengan mengasingkannya keluar Madinah. 
Demikian pula tindakan Umar yang mengasingkan Nashr bin 
Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, karena konon ia berwajah 
sangat tampan dan menarik, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan 
                                                             
23 Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Pentafsir Al Qur-an, 1971 ), 164. 



































jarimah. Selain itu Umar juga menjatuhi hukuman pengasingan dan cambuk 
terhadap Mu‟an bin Zaidah karena telah memalsukan stempel baitul mal. 
Hukuman pengansingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang 
dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. 
Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut. 
Dalam hal ini sepertinya hukuman mengasingkan narapidana ke 
Pulau Nusa Kambangan sudah memenuhi syarat, mengingat Indonesia adalah 
negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau. Dengan demikian hukuman ini 
sangat efektif apabila di laksanakan dengan memanfaatkan pulau-pulau kecil 
tersebut. Disamping itu hukuman ini juga harus didukung dengan 
pengawasan ketat agar narapidana tidak dapat melarikan diri.
24
 
(3 . Hukum  ta’zir yang berkaitan  dengan harta. 
 Hukuman  ta’zir dengan mengambil harta bukan berarti 
mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya 
menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat 
diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk 
kepentingan yang mengandung maslahat. 
Imam Ibnu Taimiyyah membagi hukuman ta’zir ini di bagi menjadi 
tiga bagian dengan memperhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap harta, 
sebagai berikut: 
a) Menghancurkannya (al-Ithlaf) yakni harta berlaku untuk benda– 
benda yang bersifat mungkar. Contohnya menghancurkan khamar. 
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b) Mengubahnya (al-Taghyir), hukuman  ta’zir berupa mengubah harta 
pelaku antara lain mengubah patung yang disembah oleh muslim 
dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas 
bunga. 
c) Memilikinya (al-Tamlik), yakni di sebut juga dengan hukuman denda, 
berupa pemilikan harta pelaku, antara lain keputusan khalifah Umar 




Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri 
sendiri, Contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk–duduk di bar, 
atau denda terhadap orang yang mencuri buah–buahan dari pohon, atau 
mencuri kambing sebelum sampai ketempat pengembalaan. Namun bisa saja 
hukuman denda di gabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu 
hukuman denda di seratai cambuk.
26
  




4). Hukuman ta’zir Lainnya. 
Disamping hukuman–hukuman yang telah di sebutkan, terdapat 
hukuman ta’zir yang lain. Hukuman tersebut adalah :28 
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a) Peringatan keras 
Peringatan keras dapat dilakukan diluar sidang pengadilan dengan 
mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikannya kepada 
pelaku. Peringatan keras macam ini dianggap sebagai hukuman yang 
lebih ringan di bandingkan jika pelaku dipanggil ke hadapan sidang 
pengadilan Hal itu dilakukan oleh karena hakim memandang bahwa 
perbuatan yang di lakukan oleh pelaku tidak terlalu berbahaya. 
b) Dihadirkan di hadapan sidang  
Apabila pelaku membandel atau perbuatannya cukup 
membahayakan maka pelaku dapat di panggil kehadapan sidang untuk di 
beri peringatan langsung oleh hakim. Bagi orang tertentu sudah cukup 
merupakan hukuman yang efektif, karena sebagian orang ada yang 
merasa takut dan gemetar dalam menghadapi meja hijau. 
c) Hukuman Ancaman (tahdid)  
Antara lain dengan ancaman apabila terpidana mengulangi 
perbuatannya akan didera, dipenjara, atau di jatuhi hukuman yang lebih 
berat. Hukuman ancaman dapat dijatuhkan apabila hukuman ini cukup 
dapat mencegah, memperbaiki, serta mengajari si terpidana. Dalam 
hukum konvensional, memandang bahwa hakim menjatuhkan hukuman 
ancaman ini dan menunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu. 
Apabila terpidana kembali mengulangi perbuatannya, hakim dapat 
melaksanakan hukuman yang tertunda tersebut.
29
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Ibn Abidin yang di kutip oleh Abdul Aziz, Amir mengemukakan 
bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah mengingatkan pelaku 
apabila ia lupa, dan mengajarinya apabila ia tidak mengerti. Hukuman ini 
di terapkan untuk pelaku pemula yang melakukan tindak pidana, bukan 
karena kebiasaan melainkan karena kelalaian.
30
 
e) Celaan (Taubikh) 
Khalifah Umar ibn Khattab pernah menjatuhkan hukuman celaan 
ini kepada orang yang memakai pakaian sutra asli. Sambil berpaling dan 
wajahnya berubah Umar mengatakan “lepaskan pakaian ahli neraka itu” 
Sikap Umar yang memalingkan mukanya itu merupakan ta’zir  
(pelajaran) kepada mereka, sekaligus merupakan celaan terhadap mereka. 
Sebab Nabi Muhammad saw. bersabda: 
 ِفاَحِص ِفِ اوُلُكَْأت َلََو ، ِةَُّ ِفْلاَو ِبَى َّذلا ِةَِينآ ِفِ اُوَبرْشَت َلََو َجاَبي ِّدلا َلََو َرِيرَْلَا اوُسَبْل َت َلَ َه ُْْ َلَ اَهَّ نِإَف ، ا
 َِةرِخلْا ِفِ اََنلَو اَي ْن ُّدلا ِفِ 
Artinya : Janganlah kalian mengenakan pakaian sutera dan juga dibaaj 
(sejenis sutera). Janganlah kalian minum di bejana dari emas dan 
perak. Jangan pula makan di mangkoknya. Karena wadah tersebut 
itu adalah khusus untuk orang kafir di dunia, sedangkan untuk kita 








                                                             
30 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah (Jakarta: Sinar 
Grafika 2004), 269. 
31 HR.Bukhari No, 5426. 



































f) Pengucilan  
Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap 
tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Ka‟ab bin 
Mirarah bin Rubi‟ah, dan Hilal bin Umaiyah, mereka dikucilkan selama 
lima puluh hari tanpa di ajak bicara.
32
  
g) Pemecatan (al-Azl) 
Pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari 
pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang di 
pegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya itu. 
Hukuman ini diterapkan terhadap pegawai yang melakukan jarimah, baik 
yang berhubungan dengan pekerjaan maupun dengan hal-hal lainnya, 
seperti pegawai yang melakukan korupsi.
33
   
h) Pengumuman kesalahan secara terbuka (at Tasyir) 
Dasar hukum hukuman ini adalah tindakan Khalifah Umar 
terhadap seorang saksi palsu yang sesudah di jatuhi hukuman jilid lalau 
ia di arak keliling kota, sambil di umumkan kepada masyarakat bahwa ia 
adalah seorang saksi palsu. 
Pada masa dahulu, penerapan hukuman ini dilakukan dengan 
cara mengumumkan perbuatan terpidana di tempat umum, seperti pasar 
dan tempat–tempat umum lainnya. Sedangkan pada masa sekarang, 
hukuman ini dapat dilakukan dengan cara mengumumkannya di surat 
                                                             
32 Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah (Bandung: Pustaka Setia 2013), 78. 
33
 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2004), 271. 







































3. Hukuman ta’zir bagi pelaku tajassus  
Ta’zir sebagai hukuman, di jatuhkan oleh hakim bagi 
perbuatan–perbuatan yang dianggap sebagai Jarimah ta’zir. Hakim dapat 




Hukuman ta’zir juga di lakukan untuk menegur atau 
memberikan pelajaran. Oleh karena itu, keringanan dalam hukuman  hanya 
terdapat pada sanksi yang didapat, bukan meniadakannya sama sekali.
36
 
Kegiatan penyadapan, memata-matai atau tajassus dalam hukum 
Islam sangatlah dilarang karena akan berdampak menimbulkan 
pertengkaran sesama umat muslim, dikarenakan kegiatan ini bertujuan 
untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi dan seolah-olah setiap 
orang kurang percaya dengan orang lain. 
Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah membolehkan 
hukuman mati sebagai sanksi ta’zir tertinggi. Sanksi ini dapat 




Kesimpulannya adalah hukuman mati sebagai sanksi ta’zir 
tertinggi hanya di berikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, 
                                                             
34 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2008), 
100. 
35 Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 595. 
36
 M.Nurul Irfan, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2014), 145. 
37 Ibid., 147. 



































berkaitan dengan jiwa, keamana, dan ketertiban masyarakat. Oleh karena 
itu, sangatlah tepat jika menetapkan hukuman mati bagi pelaku tajassus, 




C. Kaidah istihsan 
1. Pengertian istihsan 
Istihsan secara etimologi merupakan bentuk masdar dari سحتسان  
yang berarti menganggap baik sesuatu. Atau mengira sesuatu itu baik. Abu 
Hanifah tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian istihsan 
yaitu نسحتسا (astahsin) berarti saya menganggap baik. Arti lain dari 
istihsan adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih 
baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu.
 39
 
Ibnu Subki menjelaskan bahwa definisi yang pertama tidak terjadi 
perdebatan karena yang terkuat di antara dua qiyas harus didahulukan. 
Sedangkan definisi kedua ada pihak yang menolaknya. Alasannya, apabila 
dapat dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti pada 
masa Nabi atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan dari nabi atau dari 
yang lainnya, tentu ada dalil pendukungnya, baik dalam bentuk nash 
maupun ijma‟. Dalam bentuk seperti ini adat harus diamalkan secara pasti. 
                                                             
38 Ibid., 149 
39
 Umar Hubeis dan A. Yazid, Fiqh al-Lighah al-“Arabiyah Jilid II (Cet. IX; Surabaya; Pustaka 
Progresif, 1985), 187. 











































تجلَاب لمعلاھ دقت فِ يارلا بئاغ و دايلعج ام رھ انئارا ليا صنل لَ وك وم ع رشلا 
Beramal dengan ijtihad dan umum pendapat dalam menentukan 
sesuatu yang syara' menyerahkannya kepada kita. 
Istihsan menurut ulama Malikiyah di antaranya sebagaimana yang 
dikemukakan oleh oleh al-Syatibi. 
 وھ ذم فِ وھئ زج ةحلصبم ذخ لَا كل ام بيلد ةلب اقم يق ةييلك ل 
lstihsan dalam Mazhab Malik adalah menggunakan kemaslahatan 
yang bersifat juz‟i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. 
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh ulama, maka 
dapat ditemukan esensi istihsan ada dua:
42
 
a. Mentarjih qiyas khafi daripada qiyas jali karena ada dalil yang 
mendukungnya. 
b. Memberlakukan pengecualian hukum juz‟iyah daripada hukum kulli 
atau kaidah umum, didasarkan pada dalil khusus yang mendukungnya. 
 
                                                             
40 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami (Bandung: PT. al-
Ma‟arif, 1997), 15. 
41 A. W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka 
Progessif, 1997), 265. 
42 Acep Djazuli dan I. Nurol Aen, Ushul Fiqh (Bandung: Gilang Aditya Press, 1997), 130-133. 



































2. Macam-macam istihsan 
Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Al-Wajiz fi Ushul Fiqh, 
membagi istihsan kepada dua segi. Pertama, istihsan dipandang dari segi 
pemindahan hukumnya, yang kedua, istihsan dipandang dari sandaran 
dalilnya. Adapun istihsan dari segi pemindahan hukumnya, terbagi kepada 
dua macam yaitu sebagai berikut:
43
 
a. Istihsan dengan cara pemindahan hukum kulli kepada hukum juz‟i. 
b. Istihsan dengan cara pemindahan dari qiyas jali kepada qiyas khafi, 
karena ada dalil yang mengharuskan pemindahan itu. 
Sedangkan istihsan dipandang dari seqi sandaran dalilnya, dibagi 
menjadi beberapa macam yaitu:
44
 
a. Istihsan yang disandarkan kepada teks Al-qur‟an atau hadits yang lebih 
kuat. Seperti jual beli salam yang telah penulis bahas. 
b. Istihsan yang disandarkan kepada ijma'. Contoh, bolehnya mengambil 
upah dari orang yang masuk WC. Menurut kaidah umum, tidak boleh 
seseorang mengambil upah tersebut, karena tidak bisa diketahui dan 
dipastikan berapa lama si pengguna berada di dalam WC, juga tidak 
bisa diketahui seberapa banyak dia menggunakan air di dalam WC. 
Tetapi berdasarkan istihsan, diperbolehkan si petugas mengambil upah 
dari pengguna WC tersebut, karena sudah membantu menghilangkan 
                                                             
43  Ibid., 134. 
44
 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami (Bandung: PT. al-
Ma‟arif, 1997), 15. 



































kesulitan orang, juga sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada penolakan 
dari seorang pun sehingga menjadi ijma'. 
c. Istihsan yang disandarkan kepada adat kebiasaan („urf). Seperti 
pendapat sebagian ulama yang membolehkan wakaf dengan barang-
barang yang bergerak, seperti mewakafkan buku, mobil dan barang-
barang lainnya. Menurut kaidah umum, wakaf itu harus pada barang-
barang yang tidak bergerak, seperti tanah, atau bangunan. Kemudian 
ulama membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak tadi 
karena sudah menjadi adat („urf) di lingkungan tersebut. 
d. Istihsan yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat. Seperti, 
membersihkan sumur yang terkena najis, hanya dengan mengambil 
sebagian air dari sumur itu. Menurut qiyas, air sumur tersebut tidak bisa 
dibersihkan lagi, karena alat untuk membersihkan air itu sudah kena 
najis, dan tidak mungkin dibersihkan. Tetapi menurut istihsan, air itu 
bersih lagi hanya dengan mengeluarkan sebagian airnya saja. Karena 
mengeluarkan sebagian air itu tidak mempengaruhi kesucian sisanya. 
Inilah yang dinamakan dengan darurat, yang bertujuan untuk 
memudahkan urusan manusia. 


































OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) BERDASARKAN PROSES 
PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK). 
 
A.  Dasar hukum Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam hukum positif di 
Indonesia.  
1. Definisi Operasi Tangkap Tangan (OTT) 
Pasal 1 ayat 19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan : 
“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu 
sedang melakukan tindak pidana,atau dengan segera sesudah 
beberapa saat tindak pidan itu dilakukan, atau sesaat kemudian di 
serukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan, atau 
apabila sesaat kemudian padanya di temukan benda yang di duga 
keras telah di pergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut 
yang menunjukkan bahwa dia adalah tersangkanya atau turut 
melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”1  
 
Soal pertama terkait apakah “Tertangkap Tangan” itu termasuk norma 
atau norma hukum Untuk menjawabnya perlu melihat kembali apa yang 
dimaksud dengan norma. Norma pada dasarnya adalah suatu aturan atau 
pedoman tentang bagaimana subyek berperilaku. Norma khususnya norma 
hukum selalu memuat 3 (tiga) kemungkinan yaitu :
2
 
a. Apa yang tidak boleh dilakan (verbod) 
b. Apa yang harus dilakukan (gebod)  
c. Apa yang boleh dilakukan (mogen) 
                                                             
1 KUHAP  Pasal 1 ayat 19 Undang–Undang tentang Oprasi Tangkap Tangan.  
2
 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 1993), 34. 



































Jika dilihat dari hal tersebut, maka pertanyaan nya, apakah 
pengertian tentang “Tertangkap Tangan” termasuk dalam salah satu 
diantaranya sesuatu yang di mulai dengan  kata ”adalah” tentu saja bukan 
sebuah aturan, namun pendefinisian semata. Jika dikaitkan dengan norma – 
norma dalam KUHAP. ”Tertangkap Tangan” memang akan menjadi bagian 
dari norma, dan untuk itu perlu di telusuri ketentuan – ketentuan berikutnya 
dalam KUHAP yang menggunakan istilah “Tertangkap Tangan” tersebut. 
Sebagai contoh. Jika di telusuri istilah “Tertangkap Tangan” baru menjadi 
bagian dari suatu norma yaitu pada pasal 18 ayat (2) KUHAP, yaitu : 
1).  Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara 
Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta 
memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang 
mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan 
serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat 
ia di periksa. 
2) Dalam hal “tertangkap tangan” penangkapan dilakukan tanpa surat 
perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera 
menyeratakan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik 
atau penyidik pembantu yang terdekat. 
3)   Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) harus di berikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan 
dilakukan. 



































Berdasarkan Pasal 18 KUHP di atas, merupakan suatu contoh 
norma, dimana dalam ketentuan tersebut pada intinya mengatur bahwa yang 
berwenang melakukan penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian RI 
dan harus disertai dengan Surat Perintah Penangkapan (Sprint –Kap). Norma 
tersebut bersifat keharusan (gebod). Kewajiban tersebut dapat di simpangi 
jika kondisi yang di jelaskan dalam ayat berikutnya terpenuhi, yaitu jika 
kondisinya adalah tertangkap tangan (ayat 2). Jadi ayat (2) adalah norma yang 
berisi kebolehan, kebolehan untuk tidak di sertai surat perintah, namun juga 
memuat keharusan, yaitu yang menangkap wajib menyerahkan si tertangkap 
beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.
3
  
 Jika ditelusuri lebih lanjut lagi pada 6(enam) ketentuan lainnya 
yang memuat istilah “tertangkap tangan” akan dapat di simpulkan bahwa 
keberadaan istilah ini pada dasarnya semata untuk mengubah suatu norma 
keharusan atau larangan menjadi kebolehan. Pasal 35 KUHAP misalnya 
mengenai penggeledahan dalam tempat-tempat tertentu dalam situasi tertentu 
dilarang untuk dilakukan penggeledahan, menjadi boleh dilakukan 
penggeledahan jika kondisinya adalah tertangkap tangan. Pasal 111 ayat (1) 
KUHAP, mengecualikan pasal syarat subyek yang berwenang melakukan 
penangkapan pada Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang dalam pasal tersebut 
disebutkan Petugas Kepolisian RI menjadi boleh juga dilakukan oleh orang 
biasa jika kondisinya adalah tertangkap tangan.
4
 
                                                             
3
 Ibid., 56 
4 Ibid. 



































Apakah “Operasi Tangkap Tangan“ sama dengan “Tertangkap 
Tangan “, jawabnya jelas tidak Operasi itu sendiri artinya menurut KBBI 
adalah “pelaksanaan rencana yang telah di kembangkan”.5 
Dari pengertian ini jelas bahwa “Operasi Tangkap Tangan“ 
memang tidak dimaksudkan sebagai sebuah istilah hukum apalagi 
pelaksanaan sebuah norma, namun sebuah nama dari jenis operasi yang 
dilakukan KPK. Tidak ada kewajiban pula sebenarnya bagi KPK untuk 
memberikan nama dari suatu jenis operasi atau strategi penindakan Kalaupun 
KPK menyebutnya dengan istilah lain misal “Operasi Kuda Lumping“ atau 
“Operation Delta Force”,sah –sah saja. Menilai apakah OTT salah atau tidak 
dari apakah istilah tersebut ada atau tidak dalam KUHP adalah salah besar .
6
  
Untuk menilai apakah “Operasi Tangkap Tangan“ yang di lakukan 
KPK, Polri, dan Kejaksaan melanggar norma –norma yang diatur dalam 
Hukum Acara Pidana baik dalam KUHAP maupun UU KPK, UU Kepolisian 
RI, UU Kejaksaan RI dan UU Tipikor, maka tentu harus dilihat apa tindakan–
tindakan konkrit yang dilakukan oleh penegak hukum dalam kasus–kasus 
konkrit.   
Sebagai ilustrasi, dalam suatu OTT, Petugas Polri melakukan 
penangkapan terhadap seseorang, maka tindakan-tindakan penangkapan 
tersebut dapat di uji apakah sesuai dengan syarat-syarat penangkapan. 
Misalkan ternyata Petugas Polri yang melakukan penangkapan tersebut 
                                                             
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat 3 (tiga) arti “Operasi “, yaitu:1) Bedah:2) 
Tindakan atau gerakan militer:dan 3) Pelaksanaan rencana yang telah di kembangkan Dalam 
konteks OTT ini pengertian yang lebih sesuai tentu adalah yang ketiga. 
6
 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 1993), 60. 



































dilakukan tanpa surat perintah yang di persaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) 
KUHAP, padahal peristiwanya tidak tertangkap tangan, namun katakanlah 1 
(satu) hari setelah peristiwa pidananya terjadi, maka penangkapan tersebut 
tetaplah tidak sah walaupun dalam kerangka “Operasi Tangkap Tangan “. 
Contoh lain, dalam suatu OTT Petugas Polri langsung melakukan 
penahanan terhadap Tersangka tanpa surat perintah penahanan (Sprint–Han) 
dengan alasan OTT maupun kerena tersangka tertangkap tangan. Tindakan 
penahanan tetaplah salah, karena tertangkap tangan atau tidaknya tersangka, 
bukan merupakan pengecualian atas keharusan adanya Surat Perintah 
Penahanan (Sprint –Han) yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP.   
2. Dasar Hukum Operasi Tangkap Tangan (OTT) 
Adapun dasar hukum Operasi Tangkap tangan (OTT) sebagaimana 
telah diuraikan sebelumnya, bahwasanya OTT tidak ada dasar hukumnya. 
Namun, dasar hukum “Tertangkap Tangan“ ada diatur dalam Pasal 1 angka 
19 KUHAP. 
Menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, tertangkap tangan adalah 
tertangkapnya seseorang pada waktu
7
: 
a. Sedang melakukan tindak pidana 
b. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan  
c. Sesaat kemudian di seruhkan oleh khalayak ramai sebagai orang yang 
melakukannya, atau 
                                                             
7 Pasal 1 angka 19 KUHAP. 



































d. Apabila sesaat kemudian padanya di temukan benda yang di duga keras 
telah di pergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan 
bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu 
melakukan tindak pidana itu.  
Walaupun dasar hukum mengenai OTT tidak ada,akan tetapi 
dasar hukum mengenai KPK telah diatur dalam Undang-undang No 30 
Tahun 2002 di karenakan lembaga pemerintah yang menangani perkara 
tindak pidana korupsi, tidak berfungsi secara efektif dan efisien dalam 
memberantas tindak pidana. dengan demikian, berdasarkan semua itu di 
bentuklah Undang– undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan 
wewenangnya dalam Pasal 12 ayat (1) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 
2002 berhak melakukan melakukan penyadapan serta perekaman suara 
untuk menemukan bukti awal bahwa orang yang di curigai tersebut telah 




Setelah dirasa cukup bukti dari hasil penyadapan tersebut untuk 
menindak represif dan mencegah preventif.
9
 Terjadinya Tindak Pidana 
Korupsi, Komisi Pemberanatasan Korupsi KPK dapat melakukan suatu 
                                                             
8 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
9 Deni Seryawati, KPK Pemburu Koruptor (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008), 30. 



































mekanisme penangkapan dengan cara melakukan Operasi Tangkap 




B. Deskripsi  operasi tangkap tangan (OTT) oleh komisi pemberantasan 
korupsi (KPK). 
Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan salah satu upaya yang 
dilakukan dalam penanganan kasus korupsi. Operasi Tangkap Tangan (OTT) 
itu sendiri tidak terdapat dalam ketentuan hukum acara penanganan kasus 
korupsi. KUHAP, UU KPK, dan UU Tipikor tidak mengatur OTT, tetapi 
mengatur penangkapan. KUHAP mengatur penangkapan karena penangkapan 
dan upaya paksa lainnya seperti penahanan dan penggeledahan menyangkut 
hak dasar atau hak asasi manusia yang berdampak tidak hanya bagi 
kehidupan yang bersangkutan, tetapi juga keluarganya. 




Disini penulis memperjelas lagi  tentang data–data yang penulis 
dapat dari pasal yang selalu menjadi rujukan Komisi Pemberantasan Korupsi,  
di dalam melakukan Opersai Tangkap Tangan (OTT) yaitu pasal 1 ayat 19 
KUHAP, menerangkan tertang “Tertangkap tangan”.   
                                                             
10 http ://adrirahman 24.blogspot.sg/2016/01/ kronologi-suap-kepada-akil-mochtar. html diakses 
pada tanggal 11 Agustus 2018 pukul 13:21 WIB. 
11
 http://harianhaluan.com/news/detail/61394/istilah-ott-kacaukan-hukum-acara, (diakses 
tanggal 25 November  2018,16:40). 



































Perlu kita ketahui bersama bahwasannya  Menurut hukum positif di 




Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu 
sedang melakukan tindak pidana,atau dengan segera sesudah 
beberapa saat tindak pidana itu dilakukan,atau sesaat kemudian di 
serukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, 
atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang di 
duga keras telah di pergunakan untuk melakuakn tindak pidana itu 
yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya atau turut 
melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. 
 
Dari ketentuan pasal 1 butir 19 KUHAP ,terlihat adanya penjelasan 
yang lebih luas tentang “Tertangkap Tangan” dengan memberikan klasifikasi 
khusus terkait unsur perbuatan tertangkap tangan, yaitu:   
1 Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, 
pelaku di pergoki oleh orang lain, atau 
2 Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan . 
3 Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang 
melakukannya. atau 
4 Sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras 
telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukan 
bahwa ia adalah pelakunya. 
Penggunaan kalimat “atau” setelah unsur pertama, menunjukkan 
bahwa unsur pasal tersebut berdiri sendiri, sehingga untuk terpenuhinya 
                                                             
12 Pasal 1 ayat 19 KUHAP . 



































perbuatan tertangkap tangan tidak harus memenuhi sudah dapat dianggap 
perbuatan tertangkap tangan. 
Perbedaan yang sangat mendasar dalam unsur pasal 1 butir 19 
KUHAP terdapat pada unsur ke-empat yaitu “atau sesaat kemudian pada 
orang tersebut di temukan benda yang diduga keras telah di pergunakan 
untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah 
pelakunya”, yang mungkin pengertian ini tidak terdapat dalam benak 
pikiran orang awam dan juga tidak termasuk dalam  pengertian KBBI dan 
Kamus Hukum. 
Unsur ke-empat Pasal 1 butir 19 KUHAP tidak membutuhkan 
adanya perbuatan pidana yang di pergoki atau diseruhkan oleh khalayak 
sebagai orang yang melakukan. yang terpenting terkait unsur ke-empat ini 
adalah ditemukannya sebuah benda yang diduga keras di pergunakan 
untuk melakukan tindak pidana, sesaat setelah tindak pidana dilakukan, 
yang menunjukan bahwa yang menguasai benda tersebut adalah 
pelakunya. 
Sehingga dalam unsur ini perlu dipastikan keterkaitan antara 
barang bukti dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan pada saat 
tertangkap tangan. Selain itu tidak ada keterangan tentang “sesaat 
kemudian”. Apakah sesaat kemudian tersebut pada hari yang sama, 
ataukah dapat juga dihari-hari yang lain, tetapi yang terpenting adalah 
dapat dibutikannya korelasi antara barang bukti yang di temukan dengan 
dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan. 



































Pengertian tentang sesaat kemudian dalam unsur ke–empat pasal 
1 butir 19 KUHAP  adalah identik dengan peristiwa pidana tersebut 
“masih baru” dan ditemukannya suatu benda yang telah di pergunakan 
untuk melakukan tindak pidana tersebut, dimana menunjukkan bahwa 
seseorang itu adalah pelakunya. Jadi, Pasal 1 butir 19 KUHAP yang 
“sesaat atau tidak lama “ setelah tindak pidana yang tertangkap tangan 
tersebut dilakukan oleh pelakunya. 
Sehingga karakteristik ketentuan “Tertangkap Tangan” sangat 
jelas apabila dilihat dari waktu terjadinya tidak pidana dan diketahuinya 
tindak pidana tersebut dilakukan, di mana kondisi spesifik penangkapan 
dalam hal tertangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah dengan 
ketentuan bahwa penangkapan harus segera (tidak lebih lama daripada 
segera setelah perbuatan itu dilakukan) menyerahkan tertangkap beserta 
barang bukti yang ada kepada penyidik dan merupakan penangkapan (vide 
Pasal 18 ayat (2) KUHAP) yang tidak direncanakan terlebih dahulu dalam 
arti pelaku dapat di tangkap dimanapun tanpa batasan tempat dan waktu. 
Bahwa Pasal 18 ayat (2) KUHAP ditegaskan bahwa: “dalam hal 
tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan 
ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta 
barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang 
terdekat“.13 
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Merujuk Pasal 18 ayat (2) KUHAP tersebut, maka secara hukum 
selain kondisi-kondisi yang terdapat dalam pasal 1 angka 19 KUHAP yang 
harus dipenuhi, masih ada “syarat mutlak yang harus di penuhi“ dalam hal 
tertangkap tangan, yaitu adanya “barang bukti pada saat penangkapan 
tersebut terjadi” dan dapat dilakukan tanpa disertai dengan “surat perintah 
penangkapan”. 
 
C. Prosedur operasi tangkap tangan (OTT) oleh komisi pemberantasan 
korupsi (KPK). 
Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) bertugas menangani  kasus yang di dalamnya terdapat 
penyelenggara negara . Tahapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yaitu ketika Direktorat 
Pengaduan Masyarakat (Dit Dumas) KPK mendapatkan aduan, maka 
dilakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). 
Saat tim pulbaket bekerja dan ditemukan bukti permulaan kuat akan 
adanya indikasi transaksi, maka mereka melaporkan ke pimpinan KPK. Lalu, 
pimpinan bertemu dengan Direktorat Penyelidikan KPK dan melakukan gelar 
perkara. Baru di keluarkan sprindik (surat perintah penyelidikan). Langkah 
yang di ambil sebagaimana sprinlidik yang di keluarkan itu menyangkup, 







































Adapun penjelasan mengenai, Penyelidikan, Penyidikan dan 
penuntutan sebagai berikut: 
1. Pengertian Penyelidikan   
Di atur di dalam Pasal 1 angka 5 KUHP yang berbunyi: 
“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
mentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 
diatur dalam Undang–Undang ini.” Jadi, penyelidikan adalah tindakan 
atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud 
benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana 
atau bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. 
Upaya itu adalah upaya untuk mengidentifikasi apakah 
peristiwa itu memenuhi syarat dan masuk dalam kategori peristiwa 
pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana. 
Untuk mengetahui hal tersebut, Harus terlebih dahulu 
dilakukan tindakan hukum yang berupa penyelidikan. Penyelidikan yang 
dapat dilakukan antara lain dapat berupa tindakan mendengarkan 
informasi yang beredar di masyarakat, atau keterangan-keterangan apa 
saja yang di ucapkan atau di sampaikan oleh masyarakat tentang 
peristiwa yang sedang terjadi dan melakukan pengecekan secara 
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 https://jppn.com,KPK Beberkan Cara Lakukan OTT (diakses pada 12 September 2017 pukul 
06:32 WIB). 



































langsung terhadap objek yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa 
yang sedang terjadi. 
Mengapa penyelidikan itu perlu di bahas. Karena  agar 
kesalahan– kesalahan dalam tugas penyelidikan ini dapat diminimalisir 
bagi kepentingan aparatur negara itu sendiri, maupun bagi kepentingan 
masyarakat umum, agar pemahaman batasan-batasan tindakan apa saja 
yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dapat mengerti dengan baik.
15
 
Di dalam praktek nya. Jika penyelidik dalam melakukan 
penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak 
pidana korupsi ,dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja terhitung 
sejak tanggal di temukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik 
melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
16
    
Tentang tata cara penyelidikan perkara tindak pidana korupsi 
pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tentukan sebagai mana 
diatur dalam pasal 43-44 Undang–undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut: 
a. Penyelidik adalah penyelidik  pada Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) yang diangkat dan di berhentikan oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). 
b. Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan 
fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi. 
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 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana  (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 19-20. 
16 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 72. 



































c. Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti 
permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam 
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal di 
temukan bukti permulaan yang cukup tersebut ,penyelidik melaporkan 
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
d. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah 
ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak 
terbatas pada data atau informasi yang diucapkan, di kirim ,diterima 
atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik maupun optik.
17
  
Selain itu, terdapat penjelasan bahwa : 
a. Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti 
permulaan yang cukup yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, 
penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan 
penyelidikan, 
b. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpendapat bahwa 
perkara tersebut di teruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
melaksanakan penyelidikan sendiri atau dapat di limpahkan perkara 
tersebut kepada penyelidik kepolisian atau kejaksaan . 
c. Dalam hal penyelidikan di limpahkan oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) kepada kepolisian atau kejaksaan, maka kepolisian 
atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan 
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 Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 
2010), 170.   



































perkembangan penyelidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK).
18
      
2. Pengertian Penyidikan 
 Pengertian Penyidikan yaitu upaya oleh KPK yang 
bertujuan untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi 
tentang peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana korupsi yang di 
lakukan oleh seseorang yang belum di ketahui identitas nya. Di dalam 
pasal 1angka 2 KUHAP menjelaskan: “penyidikan adalah serangkaian 
tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam 
undang–undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat jelas, tentang tindak pidana yang terjadi dan 
guna menemukan tersangkanya”.19 
Di dalam pasal 1 angka 2 KUHAP, menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk 
mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan 
bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang di larang oleh ketentuan 
pidana itu benar-benar telah terjadi. 
20
 
Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur–unsur yang 
terkandung dalam pengertian penyidikan adalah: 
                                                             
18 Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika Offset 
2010), 171. 
19
 Pasal 1 Angka 2  KUHAP . 
20 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 33. 



































a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung 
tindakan–tindakan yang antara satu dengan yang lain saling 
berhubungan. 
b. Penyidikan di lakukan oleh pejabat publik yang di sebut penyidik. 
c. Penyidikan di lakukan dengan berdasarkan peraturan perundang– 
undangan. 
d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan 
menemukan tersangkanya. 
Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa 
sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana 
tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang 




Mengenai tata cara penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditentukan sebagaimana diatur 
dalam pasal 45-50 Undang–undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut: 
a. Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
yang di angkat dan di berhentikan oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). 
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 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia (Malang: Bayumedia 
Publishing, April, 2005), 381. 



































b. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakasanakan 
fungsi penyidikan tindak pidan korupsi. 
c. Dalam hal seseorang di tetapkan sebagai tersangka oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), terhitung sejak tanggal penetapan 
tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan 
tersangka diatur dalam peraturan perundang-undang lain, tidak 
berlaku berdasarkan Undang–undang Nomor 30 tahun 2002 ini. 
Dalam penjelasan pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
dijelaskan bahwa yang di maksud dengan prosedur khusus adalah 
kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu 
untuk dapat dilakukan pemeriksaan.
22
    
Disamping itu, terdapat pula penjelasan bahwa: 
a. Pemeriksaan tersangka dengan berdasarkan Undang –undang Nomor 
30 tahun 2002 dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka  
b. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, 
penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan 
negeri berkaiatan dengan tugas penyidikannya. 
c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
mengatur mengenai tindak penyitaan, tidak berlaku berdasarka 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ini. 
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 Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika Offset 
2010), 171.  



































d. Penyidik yang melakukan penyitaan wajib membuat berita acara 
penyitaan  yang sekurang–kurangnya memuat : 
a).  Nama, jenis dan jumlah barang atau benda berharga lain yang di 
sita. 
b). Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun 
dilakukan penyitaan . 
c).  Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau   
benda berharga lain tersebut. 
d). Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan 




Adapun ketentuan selanjutnya yakni meliputi : 
a. Selain berita acara penyitaan barang atau benda berharga lain 
disampaikan kepada tersangka atau keluarganya, 
b. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi 
wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh 
harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak dan harta 
benda setiap orang atau korporasi yang di ketahui dan atau yang di 
duga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh tersangka  
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 Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika Offset 
2010), 172. 



































c. Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita 
acara dan di sampaikan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) untuk segera di tindak lanjuti. 
d. Dalam hal suatau tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) belummelakukan penyidikan, 
sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan, sedangkan 
perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau 
kejaksaan,instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 14 (empat belas hari) 
kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
24
      
Dijelaskan pula bahwa : 
a. Penyidikan suatu tindak pidan korupsi yang dilakukan oleh 
kepolisian atau kejaksaan wajib dilakukan koordinasi secara terus-
menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
b. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai 
melakukan penyidikan suatu tindak pidana korupsi, kepolisian atau 
kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, 
c. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian 
dan atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut 
segera di hentikan. Dalam penjelasan pasal 50 ayat (4) Undang–
undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
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 Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika Offset 
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Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
dilakukan secara bersamaan adalah dihitung berdasarkan hari dan 
tanggal yang sama dimulainya penyidikan.
25
    
3. Pengertian Penuntutan 
Penuntutan merupakan kewenangan yang di berikan oleh 
negara kepada lembaga penuntut kejaksaan dan KPK untuk melakukan 
penuntutan (claim) atau pertanggung jawaban terhadap pembuat tindak 
pidana yang dilarang oleh hukum atau Undang–Undang di Indonesia.26 
Didalam prosesnya. Penuntut umum setelah menerima berkas 
perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, wajib 
melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri.
27
  
Mengenai tata cara penuntutan perkara tindak pidana korupsi 
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tentukan sebagai mana 
diatur dalam pasal 51 dan pasal 52 Undang–undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai 
berikut: 
a. Penuntutan adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) yang di angkat dan di berhentikan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK)  
b. Penuntutan umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi, 
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2010), 173. 
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 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 78. 
27 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 73. 



































c. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah 
Jaksa Penuntut Umum (JPU)  
d. Penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling 
lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya 
berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada 
pengadilan negeri, dan  
e. Dalam hal pelimpahan berkas perkara tindak pidana korupsi oleh 
penuntut umum kepada pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri 
wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk di periksa dan di putuskan.
28
 
Bahwasanya didalam Pasal 12 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan tugas 
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, berwenang untuk:  
a. Melakukan penyandapan dan merekam pembicaraan.  
b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang 
seseorang bepergian ke luar negeri.  
c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya 
tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di 
periksa.  
d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk 
memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, 
terdakwa, atau pihak lain yang terkait 
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 Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 
2010), 173. 



































e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka guna 
memberhentiakan sementara tersangka dari jabatannya.   
f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau 
terdakwa kepada instansi yang terkait  
g. Memberhentikan sementara suatu persetujuan jual beli keuangan, 
jual beli perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan 
sementara perizinan, memberi izin serta pemberian hak yang 
dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang di duga 
berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan 
tindak pidana korupsi yang sedang di periksa 
h. Memintakan bantuan interpol Indonesia atau badan penegak hukum 
negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan 
penyitaan barang bukti di luar negeri,  
i. Meminta bantuan kepada kepolisisan atau instansi lain yang terkait 
untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 




Menurut penjelasan diatas bisa kita tarik kesimpulan bahwa, segala 
kewenangan yang berkaiatana dengan penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut 
umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketentuan sebagai 
                                                             
29 Pasal 12 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 



































halnya di maksud dalam pasal 7 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi.  
Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi 
dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan 
Undang–Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. sebagai mana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyelidikan, 
Penyidikan dan penuntutan, dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak 
untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
30
 
Oprasi Tangkap Tangan (OTT) yang sering di dahului dengan 
penyandapan dan penjebakan tentu dalam praktik lebih mudah daripada 
proses penyelidikan yang seharusnya dilakukan penyelidik KPK. 
Karena setelah laporan masyarakat,maka penyelidik harus 
melakukan bukti dan keterangan (pulbaket) yang tidak mudah sampai 
memperoleh bukti permulaan yang cukup (Bukperckp).
31
 Berikut ini 
penjelasan mengenai penjebakan dan penyadapan yang dilakukan Komisi 
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4. Pengertian Penjebakan   
Penjebakan itu sendiri merupakan alat atau taktik yang di 
lakukan KPK untuk mendeteksi dan mengancam, untuk  menangkap 
orang yang melakukan tindakan pidana yaitu korupsi.  
Saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), definisi 
penyelidik mengalami perluasan sehingga tidak terbatasa pada Komisi 
Pemberantasan Korupsi. karena dengan berlakunya UU KPK (Pasal 7), 
KPK juga berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan 
kasus tindak pidana korupsi tertentu. 
Didalam KPK melakukan perolehan barang bukti KPK 
menerapkan penjebakan yaitu dengan menggunakan CCTV.  
Seperti contoh kasus penangkapan Mulyana di Hotel ibis pada 
tanggal 7 April 2005. Ketika itu, KPK memperoleh rekaman CCTV atas 
penyerahan uang yang dilakukan oleh Mulyana terhadap Khairiansyah 
setelah bekerjasama terlebih dahulu dengan Khairiansyah. 
Bentuk kerjasama seperti yang di lakukan oleh KPK dengan 
Khairiansyah tersebut dikenal dengan taknik penjebakan 
(entrapment).dan itu merupakan suatu rangkaian dari penyelidikan. 
5. Penyadapan  
a. Pengertian Penyadapan. 
Penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk 
mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan 



































atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau Dokumen 
elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel 




Tindakan penyandapan erat kaitannya dengan perlindungan 
hak atas privasi yang diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang 
menyaratkan “bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah 
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 
merupakan hak asasi. 
Begitu pula dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat 
menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik 
tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain 
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. 
Definisi penyandapan di Indonesia terdapat dalam beberapa 
ketentuan diantaranya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
informasi Transaksi Elektronik. Dalam Undang–undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika, 
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Penyadapan di definisikan sebagai kegiatan atau serangkaian 
kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap 
pembicaraan, pesan, informasi dan atau jaringan komunikasi yang 
dilakukan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronik lainnya, 
sedangkan Undang–undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
Transaksi Elektronik mendefinisikan penyadapan sebagai kegiatan 
untuk mendengarkan, merekam, membongkar, mengubah, 
menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau 
dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan 
jaringan kabel komunikasih maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran 
elektromagnetis atau radio frekuensi. 
Teknis penyadapan sendiri diatur di dalam Peraturan 
Menkominfo No. 11/PER/M. Kominfo /02/2006 tentang Teknis 
Penyadapan Terhadap Informasi, peraturan ini berisi pedoman–
pedoman dalam melakukan penyandapan secara sah dan 
mendefinisikan bahwa penyadapan informasi adalah mendengarkan, 
mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang di lakukan oleh aparat 
penegak hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada 




Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia penyandapan 
berasal dari kata sadap, menyadap, yang memiliki arti mengambil air 
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(getah) dari pohon dengan mengorek kulit atau memangkas mayang 
atau akar. Sedangkan menyadap memiliki arti mendengarkan 




Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK 
memperbolehkan penyandapan dan perekaman komunikasi guna 
menangkap dugaan tipikor senilai Rp 1 miliar. 
b. Dasar hukum penyadapan 
Terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai penyadapan 
di indonesia, baik yang berbentuk undang-undang  maupun peraturan di 
bawahnya. Berikut ini tabel yang berisi peraturan terkait penyadapan yang di 
susun oleh Criminal Justice Reform:
35
 
N0            Peraturan                  Keterangan isi peraturan 
1. Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1997 tentang 
Psikotropika 
Memberikan Kewenangan Kepada penyidik 
Porli untuk melakukan penyadapan dengan 
tujuan terkait tindak pidana Psikotropika. Izin 
di tunjukan pada Kapolri dengan jangka waktu 
penyandapan paling lama 30 (tiga puluh) hari, 
namun tidak mengatur jangka waktu 
perpanjangan.  
2. Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang 
Hanya mengatur kewenangan penyidik untuk 
secara spesifik bertujuan dalam rangka 
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mempercepat proses penyidikan.   
3. Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 1999 tentang 
telekomunikasih   
Mengatur mengenai kewajiban perusahaan 
jasa telekomunikasi untuk menyimpan data-
data Komunikasi serta perekaman terhadap 
data Komunikasi yang di lakukan oleh 
penggunanya, sebagai bukti penggunaan 
Fasilitas jasa telekomunikasi dan atau untuk 
keperluan peradilan pidana.   
4. Undang-Undang Nomor 
30 Tahun2002 tentang 
Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi  
Hanya mengatur pemberian kewenangan 
kepada KPK untuk melakukan Penyadapan, 
pengaturan lebih spesifik diatur dalam SOP 
(standartd Operating Procedure) KPK yang 
bersifat rahasia. 
5. Undang–Undang Nomor 
18 Tahun 2003 tentang 
Advokat 
Mengatur mengenai perlindungan terhadap 
atas Komunikasih elektronik serta hak atas 
kerahasiaan hubungan advokat dengan 
kliennya. 
6. Undang-Undang Nomor 




Mengatur tentang kewenangan penyidik untuk 
melakukan penyandapan terkait tindak pidan 
perdagangan orang berdasarkan bukti 
permulaan yang cukup dengan izin tertulis 
kepada ketua pengadilan untuk jangka waktu 
paling lama 1 (satu) tahun.  
7. Undang-Undang Nomor Mengatur tentang larangan penyadapan, 



































11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi 
Elektronik  
terkecuali penyadapan demi kepentingan 
penegak hukum atas permintaan ke polisian, 
kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum 
lainnya.  
8. Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika 
Mengatur pemberian kewenangan pada 
penyidik (Penyidik BNN Badan Narkotika 
Nasional dan Penyidik Kepolisian)terkait 
peredaran gelap narkotika setelah terdapat 
bukti awal yang cukup dengan beberapa cara 
penyadapan. 
Jangka waktu penyandapan paling lama 3 
(tiga) bulan dan dapat di perpanjang 1 (satu) 
kali untuk jangka waktu yang sama, 
penyandapan hanya di laksanakan atas izin 
tertulis dari ketua pengadilan. Undang-undang 
ini juga mengatur mengenai penyandapan 
dalam keadaan mendesak, dan dalam waktu 
paling lama 1x24 (satu kali dua empat) jam 
Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada 
ketua Pengadilan Negeri.    
9. Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2011 tentang 
Intelejen Negara  
Mengatur mengenai kewenangan untuk 
melakukan penyandapan oleh BIN (Badan 
Intelijen Negara), dengan tujuan untuk 
penggalian informasi terhadap sasaran yang 
terkait dengan kegiatan yang mengancam 



































kepentingan dan keamanan nasional. 
Penyandapan dilakukan atas perintah Kepala 
BIN dan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri, 
dan jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat di 
perpanjang sesuai dengan kebutuhan.  
10. Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Undang-
Undang No. 18 Tahun 
2004 tentang Komisi 
Yudisial 
Mengatur mengenai ketentuan bahwa komisi 
Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat 
penegak hukum untuk melakukan 
penyandapan dan merekam pembicaraan 
dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode 
Etik dan atau pedoman Perilaku Hakim oleh 
Hakim. 
11. Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Tim Gabungan 
Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi  
Mengatur mengenai ketentuan terkait 
kewenangan penyidik untuk melakukan 
penyadapan. Tidak ada pengaturan lain 
maupun penjelasan terkait kewenangan 
tersebut.  
12. Undang–Undang Nomor 
15 tahun 2003 tentang 
penetapan perpu Nomor 1 
Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme, 
menjadi Undang-Undang  
Mengatur mengenai kewenangan penyidik, 
berdasarkan bukti permulaan yang cukup, 
untuk melakukan penyandapan terkait tindak 
pidana terorisme. Penyandapan dilakukan atas 
perintah ketua Pengadilan Negeri untuk jangka 
waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan harus di 
laporkan atau di pertanggungjawabkan kepada 
atasan penyidik. 



































13. Peraturan Pemerintah 
Nomor 52 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan 
jasa Telekomunikasi.  
Mengatur mengenai permintaan informasi dan 
hasil rekaman penyelenggara jasa 
telekomunikasi oleh tertentu dengan tebusan 
kepada Menteri kominfo. Peraturan 
Pemerintah ini juga mengatur permintaan 
tertulis yang harus memuat objek yang di 
rekam, masa rekaman dan periode waktu 
raporan hasil rekaman. Hasil rekaman 
informasi harus di sampaikan secara rahasia 
kepada jaksa Agung dan atau kepala 
kepolisian dan atau penyidik. 
Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib 
memenuhi permintaan perekaman informasi 
selambat-lambatnya dalam waktu 1 kali 24 
jam terhitung sejak permintaan di terima. Apa 
bila tidak memungkinkan maka harus di 
lakukan pemberitahuan selambat-lambatnya 6 
(enam) jam setelah diterimanya permintaan 
tersebut.  
14. Peraturan Menteri 
Informasi Nomor 11 
Tahun 2006 tentang 
Teknis Penyandapan 
Terhadap Informasi 
Mengatur mengenai penyandapan yang di 
lakukan oleh aparat penegak hukum melalui 
alat dan atau perangkat penyandapan dan 
proses identifikasih sasaran di kendalikan oleh 
aparat penegak hukum yang berwenang. 
Penyandapan dapat di lakukan dengan tujuan 



































untuk keperluan penegak hukum, namun 
tindak pidana yang di maksudkan tidak secara 
spesifik disebutkan.Hasil penyandapan bersifat 
rahasia. 
Pengawasan terhadap penyandapan di lakukan 
oleh tim pengawas yang di bentuk oleh 
Direktur Jendral untuk melakukan verifikasi 
aspek legal dan teknis pelaksanaan 
penyandapan informasih secara sah. 
15. Peraturan Menteri 
Informasi dan 
Komunikasi Nomor 1 
Tahun 2008 tentang 
Perekaman Informasih 
untuk Pertahanan dan 
keamanan Negara 
Mengatur tentang Perekaman Informasih 
untuk ke pentingan pertahanan dan keamanan 
negara, di lakukan atas permintaan intelijen 
Negara kepada Penyelenggara 
telekomunikasih dengan tembusan kepada 
menteri. Tata cara penyandapan di atur 
berdasarkan SOP (Standart Operating 
Procedure) yang di tetapkan oleh BIN untuk 
kepentingan pertahanan dan keamanan negara. 
16. Peraturan Kepala 
Kepolisian Republik 
indonesia Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Tata Cara 
Penyandapan Pada Pusat 
Pemantauan Kepolisian 
Negara Republik 
Mengatur mengenai pedoman tata cara 
permintaan penyandapan, pelaksanaan operasi 
penyandapan dan pemantauan, penanganan 
hasil penyadapan dan pengawasan dan 
pengendalian terhadap proses penyandapan. 




































17. Standar Operasional 
Prosedur Komisi 
Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (KPK)  
Bersifat Rahasia, tidak dapat di akses. 
  
c. Penyandapan di dalam rancangan KUHAP 
Pengaturan  mengenai penyadapan menjadi salah satu 
perdebatan penting di dalam pembahasan Rancangan KUHAP oleh para 
pemerhati hukum. Hal ini karena Rancangan KUHAP, pada prinsipnya, 
hanya mengizinkan dilakukannya penyadapan di dalam tindak pidana yang 
dikategorikan sebagai tindak pidana serius saja dan hanya dapat dilakukan 
dengan adanya izin dari Hakim Pemeriksa Pendahulu. 
Ketentuan di dalam Bab  IV Rancangan KUHAP yang 
mengatur mengenai penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, 
Penyadapan, dan Pemeriksaan Surat, secara tegas mengatur persaratan 
bagi penyidik yang akan melakukan tindakan penyadapan. Secara lengkap 
ketentuan Pasal 83 RUU KUHAP menyebutkan bahwa: 
1) Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasih 
yang lain dilarang,kecuali di lakukan terhadap pembicaraan yang 
terkait dengan tindak pidana serius atau di duga keras akan terjadi 
tindak pidana serius tersebut,yang tidak dapat di ungkapkan jika tidak 
dilakukan penyandapan. 



































2) Tindak pidana serius sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi 
tindak pidana terhadap keamanan negara, perempasan kemerdekaan 
/penculikan, pencurian dengan kekerasan, pemerasan, pengancaman, 
perdagangan orang, penyelundupn, korupsi, pencucian uang, 
pemalsuan uang, keimigrasian, mengenai bahan peledak dan senjata 
api, terorisme, pelanggaran berat HAM, psikotropika dan narkotika, 
pemerkosaan, pembunuhan, penambangan tanpa izin, penangkapan 
ikan tanpa izin di perairan, pembalakan liar. 
3) Penyadapan sebagaimana tertera pada ayat 1 (satu) hanya dapat 
dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setempat 
setelah mendapat surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.  
4) Penuntut umum menghadap kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan 
bersama dengan penyidik dan menyampaikan permohonan tertulis 
untuk melakukan penyadapan kepada Hakim Pemeriksa 
Pendahuluan,dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penyidik 
tentang alasan di lakukan penyadapan tersebut. 
5) Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengeluarkan penetapan izin untuk 
melakukan penyandapan setelah memeriksa permohonan tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di berikan untuk waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari. 
7) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan atau menolak 
memberikan izin tersebut. 



































8) Pelaksanaan Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus 
dilaporkan kepada atasan penyidik dan Hakim Pemeriksa 
Pendahuluan. 
Merujuk kepada ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa pada 
prinsipnya Rancangan KUHAP melarang penegak hukum melakukan 
penyadapan terhadap orang yang di duga melakukan tindak pidana. 
Namun demikian, Rancangan KUHAP memberikan 
kemungkinan kepada penyidik untuk melakukan penyadapan terhadap 
tindak pidana tertentu yang di sebutkan secara limitatif dalam ketentuan 
Pasal 83 ayat (2) Rancangan KUHAP dengan beberapa  syarat. 
Seorang penyidik hanya dapat melakukan penyadapan jika 
tindak pidana yang disangkakan termasuk dalam kategori tindak pidana 
serius dan penyadapan yang akan di lakukan merupakan satu-satunya 
upaya untuk untuk mengungkap terjadinya tindak pidana serius tersebut. 
Syarat berikutnya adalah adanya permintaan tertulis dari atasan penyidik 
dan mendapatkan izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. 
Terhadap 20 (dua puluh) tindak pidana serius yang 
diperbolehkan untuk dilakukannya tindakan penyandapan, seluruhnya 
harus mendapatkan izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan, bahkan 
termasuk tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Hal ini secara tegas 
dinyatakan di dalam Naskah Akademik Rancangan KUHAP sebagai 
berikut: 
Penyandapan pun di lakukan dengan perintah tertulis atasan 
penyidik setempat setelah mendapat izin Hakim Komisaris. Dengan 



































demikian, tidak ada kecuali, KPK pun melakukan penyadapan 
harus dengan izin Hakim Komisaris, Pengecualian izin Hakim 
Komisaris dalam keadaan mendesak dibatasi dan tetap dilaporkan 
melalui penuntut umum. 
 
Terhadap hal ini Rancangan KUHAP memberikan pengecualian, 
dalam keadaan mendesak penyadapan terhadap tindak pidana serius dapat 
dilakukan oleh penyidik tanpa izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan 
catatan harus memberitahukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahulan, 
dengan catatan harus memberitahukan kepada Hakim Pemeriksa 
Pendahuluan paling lama 2 (dua) hari sejak penyadapan dilakukan untuk 
mendapatkan persetujuan. Jika Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak 
memberikan persetujuan maka penyadapan tersebut harus dihentikan.
36
  
Ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 Rancangan KUHAP 
memberikan kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai penentu 
perlu tidaknya penyadapan di lakukan, bahkan dalam keadaan mendesak 
sekalipun penyadapan harus dihentikan jika tidak mendapat izin Hakim 
Pemeriksa Pendahuluan. 
Oleh karena itu, hal ini menuntut integritas Hakim Pemeriksa 
Pendahuluan dalam melaksanakan kewenangan yang di berikan oleh 
undang-undang, khususnya untuk tindak pidana luar biasa atau biasa atau 
tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir seperti korupsi, 
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ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP OPERASI TANGKAP 
TANGAN (OTT) BERDASARKAN PROSES PENYADAPAN OLEH 
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK). 
 
A. Analisis prosedur penyadapan oleh KPK dan implikasinya bagi pihak 
yang disadap  
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra 
ordinary crimes), sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar 




Operasi tangkap tangan (OTT) merupakan salah satu upaya yang 
dilakukan dalam penanganan kasus korupsi. OTT itu sendiri tidak terdapat 
dalam ketentuan hukum acara penanganan kasus korupsi. KUHAP, UU KPK, 
dan UU Tipikor tidak mengatur OTT, tetapi mengatur penangkapan. KUHAP 
mengatur penangkapan karena penangkapan dan upaya paksa lainnya seperti 
penahanan dan penggeledahan menyangkut hak dasar atau hak asasi manusia 
yang berdampak tidak hanya bagi kehidupan yang bersangkutan, tetapi juga 
keluarganya. 
OTT adalah istilah yang mengandung makna kontradiksi atau 
berlawanan, dan mengacaukan istilah hukum.
2
 Demikian pula menurut Hibnu 
Nugroho, Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman, Poerwokerto, OTT 
adalah istilah yang tidak tepat dan tidak diatur dalam Pasal 1 ayat 19 
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KUHAP. Yang tepat adalah operasi penangkapan karena sebelumnya sudah 
didahului dan ditemukan bukti permulaan yang cukup. Dalam ilmu 
kriminalistik, tindakan tersebut merupakan bagian dari taktik pengungkapan 
kejahatan oleh penyidik. 
Di dalam UU nomor 30 tahun 2002. di dalamnya ada Pasal 11 
nomor C yang berbunyi: “KPK berwenang melakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. menyangkut kerugian 
negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). akan tetapi 
KPK didalam melakukan tugasnya tidak demikian.”3 
Contoh Kasus Walikota tegal Siti Masito ditetapkan sebagai 
tersangka operasi tangkap tangan KPK. Walikota tegal Siti Masito ditangkap 
dalam operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan pada Selasa (29/8/2017) 
di kediaman Walikota tersebut. 
Di dalam kasusnya Siti Masito di tangkap dalam operasi tangkap 
tangan KPK. yang dilakukan pada selasa (29/8/2017) di kediamannya 
tersebut. KPK mendapatkan barang bukti yang didapat dari hasil OTT. Siti 
Masitha menikmati uang Suap, sekitar Rp 500 juta, akan tetapi pihak KPK 
tetap meneruskan upaya penjebakan dan penyendapan untuk memperbanyak 
barang bukti sampai keranah pengadilan, tampa melimpahkan ke pihak polisi. 
Dalam melakukan operasi tangkap tangan ada dua teknik yang 
memiliki kelemahan secara hukum. Penyadapan hanya diatur secara umum 
dalam UU No. 30 Tahun 2002, sedangkan penjebakan tidak dikenal dalam 
                                                             
3 Pasal 11 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 



































berbagai aturan tentang korupsi di Indonesia. yang sebelum nya ter dapat di 
Pasal 31 ayat (1) UU No 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik tetapi telah di hapuskan. Dalam rangka pemberantasan korupsi, 
maka undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan 
penyadapan,
4
 Akibatnya dalam penggunaannya, kedua teknik tersebut sering 
menimbulkan opini bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dan HAM. 
yakni melanggar hak privasi seseorang. Penyadapan KPK pada dasarnya 
tidak dapat dianggap pelanggaran hukum sebelum ada undang-undang khusus 
yang mengatur secara rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan penyadapan 
oleh KPK. 
Pelanggaran HAM tentang tindakan penyadapan erat kaitannya 
dengan perlindungan hak atas privasi yang diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) 
UUD 1945 yang menyaratkan “bahwa setiap orang berhak atas perlindungan 
diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah 
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman perlindungan dari ancaman 
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 
asasi”. 
Begitu pula dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada pokoknya menyatakan bahwa 
kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk 
hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, 
                                                             
4 Pasal 31 Undang–Undang nomor 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi dan Elektronik. 



































kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang–undangan. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka pelaksanaan OTT patut 
dipermasalahkan, agar tidak terjadi perampasan kemerdekaan orang secara 
sewenang-wenang. 
Terkait prosedur atau tahapan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Indonesia, yaitu ketika 
Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dit Dumas) KPK mendapatkan aduan, 
maka dilakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). 
Saat tim pulbaket bekerja dan ditemukan bukti permulaan kuat 
akan adanya indikasi transaksi, maka mereka melaporkan ke pimpinan KPK. 
Lalu, pimpinan bertemu dengan Direktorat Penyelidikan KPK dan melakukan 
gelar perkara. Baru di keluarkan sprindik (surat perintah penyelidikan). 
Langkah yang di ambil sebagaimana sprinlidik yang di keluarkan 




Pada dasarnya penyadapan sangat diperlukan untuk mendapatkan 
bukti dalam kasus “kerah putih” (korupsi) ini, oleh karena sulitnya 
mendapatkan bukti dalam perkara ini sehingga cara konvensional dianggap 
sudah tidak lagi efektif digunakan. 
Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yang dikenal dengan 
kejahatan ”kerah putih” (extraordinary crime) sangat sulit untuk menemukan 
                                                             
5
 https://jppn.com”KPK Beberkan Cara Lakukan OTT “(diakses pada 12 September 2017 pukul 
06:32 WIB). 



































buktinya, maka dari itu harus pula dihadapi dengan upaya luar biasa juga, 
salah satunya adalah dengan cara penyadapan. 
Tindakan penyadapan oleh KPK, mempunyai beberapa dasar 
hukum dan pertimbangan, antara lain pasal 12 huruf (a) UU Nomor 30 Tahun 
2002 tentang KPK mengatur tindakan penyadapan sebagai bagian dari 
tindakan yang boleh dilakukan oleh KPK dalam melakukan penyelidikan, 
penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang 
untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menemukan 
bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntutnya ke 
pengadilan. 
Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya 
dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan 
bukti permulaan yang cukup. Walaupun KPK secara legalitas formal 
mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK 
dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya, namun harus terdapat 
prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan 
sehingga tidak sampai melanggar hak asasi manusia dan mengganggu hak 
pribadi seseorang. 
 
B. Analisis hukum pidana Islam terhadap penyadapan  
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam melakukan  
tugasnya memberantas korupsi. sering di barengi dengan kegiatan Operasi 
Tangkap Tangan (OTT) yang di dalam nya terdapat penyandapan dan 
penjebakan.   



































Di dalam melakukan penyandapan dan penjebakan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). seringkali, untuk mendapatkan sebuah 
informasi tidak jarang seseorang dikirim sebagai mata–mata atau yang sering 
disebut sebagai sponase. Kata sponase sendiri berasal dari bahasa belanda 
yang memiliki makna memata–matai, mencari keterangan dengan sengaja 
secara diam-diam untuk kepentingan musuh. 
Sedangkan di dalam Islam istilah penyandapan ataupun sponase, 
lebih dekenal dengan tajassus . 
Pengertian tajassus itu sendiri secara bahasa سؤُسلجا atau   سيِسلجا 
atau سا َّسَلجا berasal dari kata  َّسج- ُّسُيج  yang artinya menyelidiki atau 
memata–matai. Sedang di dalam “al-Munjid” di sebutkan bahwa  ُسؤُسلجا 
adalah  ُس َّسَجَتي يِذلا yaitu orang yang menyelidiki atau memata-matai berita 
kemudian menyebarkannya. Dari keterangan di atas di ketahui bahwa 
penyadapan atau tajassus merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk 




Kegiatan memata–matai atau tajassus dalam hukum islam 
sangatlah di larang karena akan berdampak menimbulkan pertengkaran 
sesama umat muslim, dikarenakan kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan 
                                                             
6 Bahrudin Abubakar, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi (Semarang ,1993), 225. 



































informasi yang bersifat pribadi dan seolah-olah setiap orang kurang percaya 
dengan orang lain. 
Adapun landasan hukum yang berkaitan dengan tindakan tajassus 
diantaranya sebagai berikut: 
          Al-Qur‟an surah al- Hujarat ayat 12 
 ْغ َي َلََو اوُس َّسََتَ َلََو ٌْثِْإ ِّنَّظلا َضْع َب َّنِإ ِّنَّظلا َنِم ًايرِثَك اوُبِنَتْجا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأَاي ْْ ُ ُُ ْع َب ْبَت
 َر ٌباَّو َت َوَّللا َّنِإ َوَّللا اوُقَّ تاَو ُهوُمُتِْىر َُ َف اًتْيَم ِويِخَأ َْ َْلَ َلُكَْأي َْنأ ْْ ُُكدَحَأ ُّب ُِيَُأ ا ًُ ْع َب ٌْ يِح  
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan 
janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 
membicarakan kekurangan satu sama lain. Adakah seorang diantara 
kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? 
Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah 





Selain dari al-Qur‟an landasan hukum mengenai kegiatan tajassus, 
mata-mata atau penyadapan juga terdapat dalam hadits, diantaranya: 
 ِثيِدَْلَا ُبَذْكَأ َّنَّظلا َّنِإَف َّنَّظلاَو ْْ ُكاَِّيإ 
Artinya:   Waspadalah dengan buruk sangka karena buruk sangka adalah 
sejelek-jeleknya perkataan dusta. (HR. Bukhari no. 5143)
8 
 
 بيَّنلا َتَ أ( :َلاق ِويب أ ,ِعؤَك لأا ةَمَلَس ِنْبا ْنَع ِسْيَمُغ ُؤبآ اَن َث :َلاق َيلَع ُنْب ُنَسَلَا اَن َثَدَح
 َّلَسْنا َّثْ ِوِب اَحْصأ َدْنِع َسْلَجُف ٍرَفَس فِ َؤُىَؤ َيِِْكرْشُ
لما َنِم َْيَْع ْْ َّلَسَؤ ِوْيَلَع وِللا يلص  َل اقُف
                                                             
7
 Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 517. 
8 Shahih al-Bukhary, Jus VII, Hadis No.5143, 24. 



































 ُوَبلَس ُت َدحاؤ ُوُتلُتقف ِوْيلا ْ ُه ُتقَبَسُف :َلاق )) هؤُل ُت َق اف ُهؤُُبلطا (( :ْْ َّلَسَؤ ِوْيَلَع ِللها يلَص بيَّنلا
)يؤكلأا نبؤرمع نب وملس:هاؤر( )ُهاَّيا ِنيلقَن ُف  
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah 
menceritakan kepada kami Abu Umais dari Salamah bin Al 
Akwa‟dari ayahnya,ia berkata: telah datang seorang mata–mata 
dari orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad saw. dan ia 
sedang dalam perjalanan, kemudian ia duduk di sisi para 
sahabatnya kemudian ia pergi. Nabi Muhammad saw. berkata: 
carilah dia dan bunuhlah. Salamah bin Al Akwa‟berkata: kemudian 
aku mendahului mereka dan membunuhnya serta mengambil 
barang yang ada di badannya. Lalu beliau memberiku tambahan. 




Dari paparan di atas bahwa tajassus atau memata-matai dilarang oleh 
islam hal ini karena perbuatan tersebut sudah memasuki ranah privasi 
seseorang tanpa meminta ijin terlebih dahulu. 
 Pelaku  tajassus  (memata–matai) akan terkena sanksi ta’zir. sebagai 
mana yang telah di jelaskan diatas bahwa sanksi ta’zir untuk pelaku tajassus 
,yaitu hukuman mati. 
Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah membolehkan hukuman 
mati sebagai sanksi ta’zir tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap 
mata–mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.10  
Kesimpulannya adalah hukuman mati sebagai sanksi ta’zir tertinggi 
hanya di berikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, berkaitan 
dengan jiwa, keamana, dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, sangatlah 
                                                             
9 Imam Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats, Sunan Abu Dawud cet 1 bab jihat Hadits Nomor 110 
(Bairut–Libanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah,1996M), 203. 
10 Ibid., 147. 



































tepat jika menetapkan hukuman mati bagi pelaku tajassus, karana pelaku 
tajasus sangatlah meresahkan masyarakat.
11
 
Dalam pandangan Islam, penyadapan secara terminologi 
mendekati jarimah tajassus, yang mana jarimah tersebut dapat dikenakan 
hukuman tak’zir yaitu sanksi atas jiwa seseorang dengan bentuk hukuman 
mati. Namun, apabila tajassus dilakukan demi kemaslahatan sebagaimana 
menyadap guna kepentingan hukum maka secara kaidah istihsan 
diperbolekan. 
Hal tersebut dikarenakan agar KPK dapat terhindar dari 
perlawanan pihak terduga atau tersangka atau terdakwa dari penghilangan 
barang bukti. Dan penyadapan dapat dilakukan dengan tujuan agar 
terhindari dari upaya terdakwa untuk membantah barang bukti dengan cara 
menghilangkan barang bukti tersebut. 
Jadi penyadapan menurut kaidah istihsan diperbolehkan dengan 
tujuan agar dapat membantu penyidikan yang dilakukan oleh KPK sebagai 
bentuk pencegahan terhadap bantahan pihak terduga atau tersangka atau 
terdakwa tentang bukti melakukan tindak pidana. 
                                                             
11 Ibid., 149. 




































A.  Kesimpulan 
1. Prosedur penyadapan oleh KPK berdasarkan Undang-Undang No. 30 
Tahun 2002 yaitu diawali dengan adanya pengaduan masyarakat, setelah 
KPK mendapat aduan, maka dilakukan pengumpulan bahan keterangan 
(pulbaket). Langkah yang di ambil sebagaimana sprinlidik yang di 
keluarkan itu mencakup, penyelidikan, peyidikan dan penuntutan bisa 
dengan melakukan penyadapan. Berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-
Undang No. 30 Tahun 2002. KPK berwenang malakukan penyadapan dan 
merekam pembicaraan. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK hanya di 
dasarkan pada keterangan atau sumber yang jelas, karena jika tidak bisa 
menunjukkan keterangan atau sumber yang jelas, maka penyandapan yang 
dilakukan akan berdampak pada pelanggaran HAM. 
2. Menurut hukum pidana Islam penyadapan termasuk jarimah tajassus sebab 
perbuatan tersebut sudah memasuki ranah privasi seseorang tanpa meminta 
ijin terlebih dahulu dan dapat dikenakan sanksi dengan ancaman maksimal 
hukuman mati. Namun tajassus boleh dikakukan asalkan ada kepentingan 
pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar, dalam konteks penegakan hukum, 
penyandapan yang dilakukan oleh KPK apabila dipandang dari kaidah 
istihsan maka diperbolehkan dengan dasar agar dapat membantu 
penyidikan yang dilakukan oleh KPK sebagai bentuk pencegahan terhadap 



































bantahan pihak terduga atau tersangka atau terdakwa tentang bukti 
melakukan tindak pidana. 
 
B.Saran  
1. Hasil penelitian ini membutuhkan penelitian dan pengembangan lebih 
lanjut tentang masalah-masalah kewenangan khususnya di bidang hukum 
pidana Islam. Masalah-masalah ini perlu dibahas untuk mengembangkan 
dan merumuskan teori-teori hukum Islam agar dapat memenuhi dan 
sebagai jawaban terhadap kebutuhan zaman dan sekaligus sebagai bahan 
masukan bagi materi-materi hukum positif di Indonesia.  
2. Dalam penelitian ini penulis memberikan saran bahwa idealnya aturan 
terkait penyandapan diatur secara lebih rincilagi dengan alasan agar tidak 
timbul tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang akan 
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